
ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP 

PERKAWINAN MANTAN SUAMI DALAM MASA IDDAH 

ISTRI PASCA PENETAPAN SE DIRJEN BIMAS ISLAM 

NOMOR P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 
(Studi Kasus di KUA Merigi) 

 

SKRIPSI 

 Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat  

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H) 

Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam 

 

 

 

OLEH: 

NADIA PUTRI DWIYANTI 

NIM: 20621030 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM 

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN CURUP 

2024 

  



 

ii 
 

PENGAJUAN SKRIPSI 

 

 

 



 

iii 
 

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI 

 

 

 

  



 

iv 
 

  



 

v 
 

MOTTO 

 

 

 

“Segala urusan yang dihadapi dengan berani pasti selesai” 

-Ayah- 

 

 

“Apapun yang terjadi, pulanglah sebagai sarjana” 

 

- Curup, 2024 - 

  



 

vi 
 

PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahi rabbil„alamin 

Segala puji serta syukur peneliti persembahkan kepada Allah SWT. karena 

berkah dan hidayah-Nya menuntun peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Niat 

untuk melangkah lebih baik serta dukungan dari orang-orang tersayang terbayar 

dengan selesainya penelitian skripsi ini. Karya ini peneliti persembahkan kepada: 

1. Allah SWT. Tuhan Maha Penyayang yang menemani setiap niat dan 

langkahku selama ini. 

2. Terkhusus kedua orangtuaku, ayahku Abdul Rohman yang hanya lulusan 

SMP melewati berbagai ekspektasi orang lain dengan doa, tekad kuat dan 

perjuangan tanpa kenal lelah mendukung kedua anaknya mencapai masa 

depan yang lebih baik. Serta ibuku Turi Novianti yang selalu 

menyemangati anaknya ketika hampir menyerah dengan doa dan kasih 

sayang yang melimpah. Terimakasih atas semua waktu, kepercayaan dan 

pengorbanan yang kalian berikan kepadaku sehingga bisa sampai di titik 

ini. 

3. Kakak perempuanku, Vika Rahmadayanti terimakasih karena telah 

menjadi garda terdepan keluarga serta memberikan contoh terbaik 

kepadaku selama ini. 

4. Keluarga besar ayah dan ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang 

lebih semangat menantikan kelulusanku terimakasih atas dukungan penuh 

yang kalian berikan selama ini. 

5. Terimakasih kepada dosen pembimbing akademik (Alm) Bapak Oloan 

Muda Hasyim Harahap, Lc., M.A atas jasa tulusnya selama ini sehingga 

peneliti bisa menyelesaikan perkuliahan tanpa hambatan suatu apapun. 

Semoga Allah SWT. menggandakan perbuatan baik bapak selama ini dan 

menempatkan bapak disisi terbaik-Nya. 

6. Terimakasih kepada dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. Busman Edyar, 

S.Ag dan Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H yang dengan tulus dan sabar 

membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 



 

vii 
 

7. Terimakasih kepada pihak KUA Merigi yang sudah membantu dalam 

menyelesaikan penelitian ini. 

8. Sahabat yang sudah seperti saudara selama 4 tahun dan akan terus 

berlanjut yang tidak akan pernah kulupakan: Azah, Desmi, Elis, Sofi, 

Rijal, Bas, Jes terimakasih karena telah menjalani masa susah senang 

bersama dan memberikan warna dalam kisah perkuliahanku. 

9. Teruntuk sahabatku dari SD, SMP, SMA sampai sekarang, Ardho, Bas, 

Desni, Anggun, Indri, Ader, Mifta, Arum, Cici dan Fani yang selalu siap 

memberikan dukungan tanpa kenal waktu. 

10. Teruntuk kawan-kawan seperjuangan program studi Hukum Keluarga 

Islam angkatan 2020 yang berhasil melewati berbagai ujian tidak terduga 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua cerita 

yang kalian berikan selama ini. 

11. Teman-teman seperjuangan almamater IAIN Curup, Agama dan Bangsa 

tercinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 
 

ABSTRAK 

 

 

Nadia Putri Dwiyanti NIM. 20621030 “Analisis Maslahah Mursalah 

Terhadap Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri Pasca 

Penetapan Se Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

(Studi Kasus di KUA Merigi).” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam 

(HKI). 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika yang muncul terkait 

penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

yang mengatur tentang prosedur pencatatan dan pelaksanaan perkawinan mantan 

suami dalam masa iddah istri. Munculnya problematika tersebut disebabkan dari 

aturan baru yang tertuang dalam SE yang membuat syarat permohonan 

perkawinan baru mantan suami dalam masa iddah istri semakin diperketat 

pelaksanaannya termasuk di KUA Merigi.  

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguraikan bagaimana penerapan 

SE tersebut di KUA Merigi serta menganalisis ketetapan SE menurut maslahah 

mursalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) dimana peneliti melakukan observasi secara langsung mengenai 

penerapan surat edaran yang berada di lapangan dengan model pendekatan 

penelitian yuridis empiris. Data dan informasi diperoleh di KUA Kecamatan 

Merigi Kabupaten Kepahiang yang dikumpulkan dengan menggunakan metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan penelitian menggunakan 

pendekatan ushul (ushul fiqh approach) yaitu maslahah mursalah. 

Hasil penelitian ini yang pertama, pelaksanaan perkawinan mantan suami 

dalam masa iddah istri di KUA Merigi pasca penetapan surat edaran tersebut 

berlangsung dengan baik. Permohonan perkawinan dalam masa iddah istri yang 

tidak sesuai aturan surat edaran akan ditolak dalam rangka menghindari 

kemungkinan terjadinya penyimpangan hukum seperti pada kasus tahun 2021 

dimana permohonan yang diajukan oleh suami ditolak karena tidak memiliki izin 

dari Pengadilan Agama. Kedua, ketentuan dalam surat edaran ini sejalan dengan 

prinsip maslahah mursalah yang mengutamakan maslahat dan menghindari 

kemudharatan dalam penetapan hukum-hukumnya bagi kehidupan umat manusia. 

Maslahat dari penetapan surat edaran ini yaitu memberikan kejelasan regulasi 

hukum terhadap suami yang hendak melakukan perkawinan baru dalam masa 

iddah istrinya serta memperbesar kesempatan kedua belah pihak untuk melakukan 

rujuk sesuai dengan tujuan dari talak raj‟i dalam upaya mencegah terjadinya 

poligami liar atau poligami terselubung. 

 

 

Kata kunci: Iddah, Maslahah Mursalah, Surat Edaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ikatan perkawinan sejatinya merupakan hubungan yang diharapkan 

menjadi wadah untuk saling berbagi kasih sayang antar pasangan. Pokok 

aturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur hal-hal terkait 

perkawinan terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan lebih mendalam diatur pada 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Setiap pasangan memiliki tujuan untuk 

memelihara bahtera rumah tangga mereka agar berjalan seumur hidup. Namun 

memelihara keberlangsungan suatu hubungan bukan perkara yang mudah, 

dibuktikan dengan semakin meningkatnya angka perceraian yang terjadi pada 

pasangan. Apabila suatu hubungan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, 

perceraian adalah jalan terakhir yang dijalani oleh pasangan suami dan istri 

yang berselisih. Hubungan perkawinan antara pasangan suami istri dapat putus 

apabila ditemukan penyebab yang melatarbelakangi hal tersebut seperti 

meninggal dunia, perceraian dan putusan pengadilan.1 

Akibat yang ditimbulkan dari putusnya ikatan perkawinan dalam hukum 

Islam (syara‟) seperti adanya masa tunggu (iddah) yang wajib dijalani seorang 

istri ketika melakukan perceraian dengan suaminya. Iddah adalah kata yang 

berasal dari bahasa Arab “adad” yang artinya bilangan dan perhitungan. 

Dalam arti lain yaitu keadaan dimana seorang wanita menghitung serta 

menjumlah hari ketika berada dalam masa haid (masa suci). Iddah dalam fiqih 

dimaknai sebagai waktu tunggu yang harus dilalui oleh seorang wanita.2 

Ketentuan iddah sendiri memberikan larangan kepada perempuan yang baru 

bercerai untuk tidak melangsungkan perkawinan lagi sebelum masa iddah 

(waktu tunggu) seperti yang telah diatur dalam syariat Islam selesai. Iddah 

                                                           
1
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 38. 

2
 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munaqahat dan 

Undang-undang Perkasinan (Jakarta: Kencana, 2007), 302. 
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sendiri bertujuan untuk melihat kondisi kekosongan rahim wanita dan 

memberikan kesempatan bagi suami istri yang ingin rujuk kembali pada masa 

tunggu tersebut. Iddah juga bertujuan memberikan kedua belah pihak waktu 

untuk menyelesaikan masalah-masalah selama melangsungkan bahtera rumah 

tangga yaitu masalah harta bersama, hak asuh anak, dan lainnya sehingga 

tidak meninggalkan permasalahan penting lainnya setelah bercerai.3 

Penerapan masa tunggu (iddah) bagi seorang wanita pada era modern 

apabila dilihat dari sisi „illat dijadikan sebagai alasan yang menentukan 

apakah tidak ada janin di dalam rahim. Iddah diterapkan ketika kedua 

pasangan baik suami dan istri telah melakukan perceraian secara sah dimana 

tidak lagi ada ikatan diantara keduanya. Jika ditelaah kembali, hal tersebut 

tidak relevan untuk diterapkan pada saat ini dikarenakan teknologi yang 

semakin maju seperti adanya tes melalui utrasonografi (USG) dan teknologi  

deoxyribonucleic acid (DNA) yang bisa dengan cepat mendeteksi bagaimana 

kondisi rahim seorang wanita beserta pertalian nasab dari janin yang 

dikandung oleh wanita tersebut secara dini.4 

Panjang pendeknya waktu iddah seorang istri tidak dapat dihitung 

menggunakan berbagai teknologi dan ilmu pengetahuan modern yang ada di 

masa sekarang.5 Jangka waktu iddah bagi seorang perempuan berbeda-beda 

tergantung dengan kondisi perempuan tersebut saat bercerai. Jangka waktu 

iddah diterangkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur‟an Surah Al-Baqarah (2): 

228 yaitu tiga kali quru‟.6 

َّ ثَهٰثَةَ  ٍَ بِاََِفُسِهِ ًُطَهَّقٰثُ يَحَسَبَّصِ َّ يَحِمُّ وَنَا ۗ  قُسُوِْۤءٍوَانْ ٌْ نَهُ ٍَ اَ ًِ  ۗ  فِيِ انهٰ هُ خَهَقَ يَا يَّكْحُ
َّ ٌْ اَزِحَايِهِ َّ اِ َّ كُ َّ ۗ  انْاٰخِسِ وَانْيَىِوِ بِانهٰ هِ يُؤِيِ َّ اَحَقُّ وَبُعُىِنَحُهُ ٌْ ذٰنِكَ فِيِ بِسَدِّهِ  اۗ  اَزَادُوِ اِ

                                                           
3
 Hafidz Muftisany, Fikih Muslimah Praktis: Hukum Masa Iddah Hingga Hukum Wanita 

Jadi Pejabat (Intera, 2021), 9. 
4
 Nurnazli, “Relevansi Penerapan „Iddah di Era Teknologi Modern,” Ijtimaiyya: Jurnal 

Pengembangan Masyarakat Islam 10, no. 1 (2017): 126. 
5
 Rahmad Achri Subri, “USG Pengganti Hukum „iddah Perspektif Maqashid Syari‟ah,” 

Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman 18, no. 1 (2019): 13. 
6
 Q.S. Al-Baqarah (2): 228. 
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َّۗ   اِصِهَاحّا َّ انَّرِيِ يِثْمُ وَنَهُ ًَعِسُوِفِ عَهَيِهِ َّ وَنِهسِّجَالِ ۗ  بِانْ نهٰ هُ عَزِيِزْ وَا ۗ   دَزَجَةٌ عَهَيِهِ

  ٢٢٨ ࣖحَكِيِىْ 

Artinya:  

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali 

quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah 

dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan 

suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka 

(para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang 

seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para 

suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada Istrinya. Dan Allah 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah 2:228) 

Sebuah hadits dari Aisyah r.a. 7 

 ٍِ ٌْ جَعِحَدَّ بِثَلَاخِ حِيَضٍ. ابٍ ياجه، فى َيم الاوطازعَ ٍِ عَائِشَةَ قَانَثِ: اُيِسَتِ بَسِيِسَةُ اَ  اْلَاسِىَدِ عَ
Artinya:  

“Dari Aswad, dari „Aisyah, ia berkata, “Barirah disuruh (oleh Nabi SAW) 

supaya ber‟iddah tiga kali haidl.” (HR. Ibnu Majah, dalam Nailul 6:326) 

Dari hadist tersebut muncul sebuah konsekuensi yang menyebutkan 

bahwa masa iddah diberlakukan hanya untuk wanita saja dan tidak terdapat 

ketentuan iddah bagi laki-laki.8 Hal tersebut berlandaskan pada norma-norma 

sosial yang terdapat pada masa itu, yang menimbulkan pemahaman umum 

bahwa masa iddah hanya diperuntukkan untuk wanita. Aturan hukum yang 

diterapkan di Indonesia mengikuti aturan syariat Islam konvensional dimana 

pemberlakuan iddah bagi wanita seperti yang termuat dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) pasal 151 yang berbunyi “Bekas istri selama dalam 

iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah 

dengan pria lain”.9 Masa tunggu (iddah) merupakan ungkapan kesetiaan, 

                                                           
7
 “Hadits Tentang Iddah” Wid Salamku Duniaku, 2014, 

https://www.wid.web.id/2014/10/hadits-tentang-iddah.html. 
8
 Muhammad Isna Wahyudi, Fiqih „Iddah: Klasik dan Kontemporer, 1 ed. (Yogyakarta: 

LKiS Printing Cemerlang, 2009), 5. 
9
 Kompilasi Hukum Islam, pasal 151. 
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pengabdian dan rasa hormat dari istri, serta bukti kesedihan atas 

meninggalnya suami.10 

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan pemahaman 

antar generasi menyebabkan kompleksitas penafsiran hukum yang banyak 

menimbulkan kerancuan hukum. Jika dilihat dari sisi sosiologis pergeseran 

zaman menyebabkan perubahan cara berpikir manusia atau way of thinking 

yang menimbulkan perubahan cara hidup manusia atau way of life secara 

umum. Kasus terkait problematika hukum perkawinan yang kerap muncul 

seperti cerai, rujuk, iddah, harta, hak asuh dan lain-lain. Salah satunya 

masalah terkait pemberlakuan waktu tunggu bagi pihak laki-laki (suami) 

setelah bercerai (syibhul iddah). 

Dalam kasus masa iddah para ulama fiqh telah menerangkan bahwa 

pada dasarnya kewajiban pemberlakuan iddah berlaku dan diharuskan atas 

perempuan. Dalam aturan Kompilasi Hukum Islam sebenarnya terdapat 

sebuah pasal dimana menerangkan tentang konsep “syibhul iddah” atau masa 

iddah untuk laki-laki, meski tidak disebutkan dengan kalimat secara langsung 

yang menjelaskan hal tersebut adalah iddah untuk laki-laki.11 (1) Aturan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 42 yang berbunyi: “Seorang pria 

dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang istri yang keempat-

empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah talak 

raj‟i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan 

sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj‟i.”12 (2) Aturan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) pasal 70 huruf (a) yang berbunyi, “Suami melakukan 

perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah 

mempunyai 4 (empat) orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya 

itu dalam iddah talak raj‟i.”13 

                                                           
10

 Indar, “Iddah dalam Keadilan Gender,” Jurnal Studi Gender dan Anak 5, no. 1 (2010): 

2. 
11

 Rita Sumarni, M Maryani, dan Safitri Novi Ayu, “Analisis Materi Konsep Syibhul 

Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili,” Attractive : Innovative Education Journal 4, no. 

1 (2022): 336. 
12

 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 42. 
13

 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 70 huruf a. 
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Tidak terdapat larangan seorang suami yang hendak melakukan 

perkawinan baru dalam masa iddah istrinya. Namun pelaksanaan perkawinan 

baru tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku dapat menimbulkan 

penyimpangan hukum yang berakhir dengan status perkawinan menjadi tidak 

sah. Perkawinan yang dinyatakan tidak sah dari Pengadilan Agama 

menyebabkan perkawinan tersebut menjadi perkawinan tidak tercatat. 

Perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan berbagai akibat hukum yang 

merugikan banyak pihak terkait. Seorang suami yang masih memiliki 

keinginan untuk rujuk dengan istri lamanya sedangkan ia telah melakukan 

perkawinan baru dengan wanita lain berpotensi mendapatkan dokumen 

ganda. Dokumen ganda yang dimaksud adalah kondisi dimana seorang suami 

memiliki dua akta nikah yang sah akibat dari perkawinan baru yang dilakukan 

sebelum dikeluarkannya akta cerai yang sah dari istri lamanya. Sebelum 

dikeluarkan akta cerai yang inkrah dari Pengadilan Agama, status istri ynag 

diceraikan masih berupa istri sah yang memiliki hak yang sama dengan istri 

baru. Sebelumnya tidak terdapat aturan regulasi yang jelas mengenai 

bagaimana pelaksanaan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri 

yang benar menyebabkan banyak perkawinan yang status sah atau tidaknya 

dipertanyakan. 

Pada tahun 2021 dikeluarkan sebuah ketetapan yang mengatur 

mengenai perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri, yaitu Surat 

Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 hasil dari 

peninjauan kembali Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan 

Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang 

Masalah Poligami dalam Iddah yang tidak berjalan efektif. Surat edaran ini 

memiliki poin penting yang memberikan banyak maslahat kepada masyarakat 

agar terhindar dari mudharat yang lebih besar.  Namun kekuatan hukum 

edaran yang tergolong lemah dibandingkan aturan perundang-undangan di 

Indonesia menimbulkan keraguan dalam realisasi pelaksanaannya di 

lapangan. Hal tersebut disebabkan  kondisi penyebaran atau sosialisasi surat 

edaran yang kurang dalam masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui 

ketentuan yang terdapat dalam surat edaran tersebut. 
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Ketetapan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 mengumumkan kepada seluruh Kantor Urusan 

Agama (KUA) di seluruh provinsi yang ada di Indonesia untuk diberlakukan, 

terkhusus pada permasalahan perkawinan mantan suami dalam masa iddah 

istri. Pemberlakuan aturan tersebut juga diterapkan di Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang. Kantor Urusan Agama 

(KUA) adalah salah satu lembaga pemerintah dibawah Kementerian Agama 

yang bertanggung jawab dalam menangani perkawinan dan perceraian di 

wilayah administrasinya masing-masing. 

Setelah penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 aturan yang diterapkan pada perkawinan mantan 

suami dalam masa iddah istri seharusnya mengalami perubahan. Namun 

pasca penetapan surat edaran tersebut, realisasinya masih terdapat kasus 

permohonan perkawinan dalam masa iddah di lapangan. Seperti yang peneliti 

temukan dalam observasi di lapangan dimana terdapat kasus permohonan 

pendaftaran perkawinan dalam masa iddah istri yang terjadi pada tahun 2021 

yaitu seorang suami „X‟ mengajukan permohonan melakukan perkawinan 

dalam masa iddah istri kepada pihak KUA Merigi. Pasca penetapan Surat 

Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 seorang 

suami yang hendak mengajukan permohonan perkawinan baru dalam masa 

iddah istri memiliki syarat yang lebih ketat sehingga tidak mudah untuk 

melakukannya tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut. Hal tersebut 

menimbulkan pertanyaan bagaimana realisasi ketentuan perkawinan mantan 

suami dalam masa iddah istri setelah diterbitkannya Surat Edaran Dirjen 

Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi serta apa 

manfaat yang ingin dicapai pemerintah dalam menerapkan aturan ini di 

masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik 

untuk membahas dan menggali lebih dalam permasalahan tersebut dalam 

skripsi yang berjudul “Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Perkawinan 

Mantan Suami Dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan SE Dirjen 
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Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Studi Kasus di KUA 

Merigi)”. 

B. Batasan Masalah 

Dalam usaha memfokuskan serta menghindari adanya mispersepsi 

mengenai topik permasalahan yang diangkat peneliti dalam penelitian ini, 

maka perlu adanya batasan masalah. Sebab keterbatasan waktu dan 

kemampuan dari peneliti, maka peneliti batasi topik permasalahan hanya pada 

perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri di KUA Merigi, penerapan 

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di 

KUA Merigi serta tinjauan maslahah mursalah dari surat edaran tersebut. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka tulisan mengenai Analisis 

Maslahah Mursalah Terhadap Perkawinan Mantan Suami Dalam Masa Iddah 

Istri Pasca Penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, rumusan masalah yang peneliti angkat sebagai 

bahan penelitian yaitu: 

a. Bagaimana perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri pasca 

penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi? 

b. Bagaimana perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri pasca 

penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi menurut maslahah 

mursalah? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan salah satu bagian dari penelitian yang memiliki peran 

penting dalam upaya memberikan penjelasan mengenai bagaimana tujuan dari 

penelitian terutama mengenai analisis maslahah mursalah terhadap 

perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri pasca penetapan SE Dirjen 

Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, untuk menjadi bahan 
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referensi yang baik dan bermanfaat kedepannya. Berdasarkan identifikasi 

masalah diatas, tujuan penelitian yang akan diangkat yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk menguraikan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri 

pasca penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi. 

2. Untuk menganalisis perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri 

pasca penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi menurut maslahah 

mursalah. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan mengetahui dan memahami Analisis Maslahah Mursalah terhadap 

Perkawinan Mantan Suami Dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan SE 

Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, maka peneliti  

harapkan pada penelitian ini dapat memberi manfaat serta kontribusi yang 

bersifat positif di lingkungan masyarakat. Manfaat-manfaat tersebut antara 

lain: 

1. Manfaat teoritis: Sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan 

bidang keilmuan, baik bagi peneliti, mahasiswa, akademisi atau para 

pengamat aturan hukum di masyarakat untuk menjadi bahan referensi 

serta pertimbangan dalam menghadapi perkembangan konflik di era 

modern. 

2. Manfaat praktis: Sebagai media pemberian informasi yang valid dan 

bermanfaat terutama bagi masyarakat luas dalam rangka  mendapatkan 

wawasan keilmuan seputar perkawinan mantan suami dalam masa 

iddah istri menurut maslahah mursalah, sehingga menjadi lebih bijak 

dalam bersikap kedepannya. 

F. Tinjauan Kajian Terdahulu 

Tinjauan dari kajian terdahulu dilakukan untuk mengembangkan hasil-

hasil penelitian yang diperoleh peneliti sebelumnya yang memiliki hubungan 

dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini. Sepengetahuan 
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peneliti terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan pembahasan 

diantaranya: 

1. Muhammad Ardli Mubaraq, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto, jurusan Hukum Keluarga Islam, (2022), skripsi dengan 

judul “Surat Edaran Dirgen Bimas Islam Nomor P005/DJ. 

III/HK.00.7/10/2021 tentang Iddah Suami dalam Perspektif Gender” 

yang menyimpulkan bahwa dalam ketentuan SE Dirjen Bimas Nomor 

P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah 

istri salah satu poinnya menyebutkan bahwa laki-laki (bekas suami) 

dapat melaksanakan perkawinan baru dengan wanita lain apabila telah 

selesai masa iddah mantan istrinya tersebut. Iddah seorang suami dapat 

diterapkan pada kondisi tersebut dengan tujuan istri memperoleh 

keadilan serta menghindari diskriminasi pada salah satu pihak saja. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan 

dengan pendekatan yuridis.14 Persamaan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang Surat Edaran Dirgen 

Bimas Islam Nomor P005/DJ. III/HK.00.7/10/2021. Perbedaan terletak 

pada tinjauan yang digunakan, peneliti menggunakan tinjauan 

maslahah mursalah dengan penelitian lapangan (field research) 

sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan tinjauan persperktif 

gender dengan studi kepustakaan (library research). 

2. Abdul Malik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Magister 

Hukum Keluarga, (2023), dengan judul tesis “Surat Edaran Menteri 

Agama Nomor P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Perkawinan 

Suami Dalam Masa iddah Istri Perspektif Mashlahah Mursalah” yang 

menyimpulkan bahwa Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-

005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Perkawinan dalam Masa iddah 

Istri merupakan sebuah usaha yang sesuai dengan tujuan  dari syariat 

                                                           
14

 Muhammad Ardli Mubarraq, “Surat Edaran Dirgen Bimas Islam Nomor P-005/ DJ. 

III/HK.00.7/10/2021 Tentang Idah Suami Dalam Perspektif Gender” (UIN Prof. K.H. Saifuddin 

Zuhri Purwokerto, 2022). 
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(maqashid asy-syari‟ah) yang memberikan dampak yaitu 

terealisasikannya kemaslahatan. Baik untuk para pihak yang 

berkepentingan dalam hal ini yaitu suami dan istri, serta seluruh 

lapisan masyarakat.15 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

yaitu sama-sama meneliti tentang Surat Edaran Menteri Agama Nomor 

P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Perbedaan terletak pada pendekatan 

yang digunakan, peneliti menggunakan penelitian lapangan (field 

research) sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan studi 

kepustakaan (library research). 

3. Boby Nurmadi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan hukum 

keluarga Islam, (2023), dengan judul skripsi “Pernikahan Mantan 

Suami dalam Masa Idah Mantan Istri Menurut Hukum Islam (Studi 

terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: 

P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Cilandak)” yang menyimpulkan 

bahwa belum ada aturan yang pasti di dalam kitab fiqih klasik 

menerangkan aturan perkawinan bekas suami dilakukan dengan wanita 

lain dalam masa iddah bekas istrinya. Sedangkan di dalam kitab fiqh 

kontemporer ditemukan bahwa bekas suami memiliki masa tunggu 

untuk melakukan perkawinan baru dengan wanita lain dalam masa 

iddah istrinya dalam beberapa kondisi tertentu. Masa tunggu (syibhul 

„iddah) bagi laki-laki tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam 

jika ditinjau dari perspektif maqashid syari‟ah dan mashlahah 

mursalah karena hal tersebut banyak mendatangkan manfaat dan 

menolak mudarat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan normatif empiris.16 Persamaan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang Surat Edaran Dirjen 

                                                           
15

 Abdul Malik, “Surat Edaran Menteri Agama Nomor P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

Tentang Perkawinan Suami Dalam Masa iddah Istri Perspektif Mashlahah Mursalah” (UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2023). 
16

 Bobby Nurmadi, “Pernikahan Mantan Suami dalam Masa Idah Mantan Istri Menurut 

Hukum Islam (Studi terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: 

P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Cilandak)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023). 
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Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Perbedaan terletak 

pada tinjauan yang digunakan, peneliti fokus menggunakan tinjauan 

maslahah mursalah dengan pendekatan yuridis empiris sedangkan 

peneliti sebelumnya menggunakan tinjauan hukum Islam secara 

general dengan pendekatan normatif empiris. 

4. Ali Hamdan, Burhanatut Dyana dan Refangga Maulidana Abdillah, 

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, (2023), jurnal dengan judul 

“Tinjauan Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Terhadap Surat Edaran 

Dirjen Bimas Islam” yang menyimpulkan bahwa  pelaksanaan aturan 

surat edaran tidak dapat langsung dikatakan efektif apabila salah satu 

dari 5 (lima) faktor yang mempengaruhi keefektifitasan hukum tidak 

terpenuhi dengan baik. Latar belakang dari terbitnya surat edaran 

tersebut yaitu kemunculan sekelompok pejuang gender yang 

menyuarakan agar laki-laki mempunyai iddah pasca perceraian sama 

seperti perempuan.17 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

yaitu sama-sama meneliti tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri. 

Perbedaan terletak pada tinjauan yang digunakan, peneliti 

menggunakan tinjauan maslahah mursalah  dengan penelitian 

lapangan (field research) sedangkan peneliti sebelumnya 

memfokuskan kepada tinjauan kepustakaan. 

5. Rita Sumarni, Maryani dan Novi Ayu Safitri, IAIN Palangka Raya, 

(2022), jurnal dengan judul “Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah 

Pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhaili” yang menyimpulkan bahwa 

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, secara literal seorang laki-laki tidak 

memiliki masa iddah. Seorang laki-laki yang menceraikan mantan 

istrinya dapat langsung melakukan perkawinan dengan wanita lain 

selama tidak ada halangan syariah, seperti menikahi wanita yang tidak 

bisa dikumpul (tante, saudara perempuan kandung dan lain-lain). 

Melalui pendapat Wahbah Az-Zuhaili dapat ditarik kesimpulan bahwa 

                                                           
17

 Ali Hamdan, Burhanatut Dyana, dan Refangga Maulidana Abdillah, “Tinjauan 

Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam,” AL-

MAQASHIDI: Journal Hukum Islam Nusantara 6, no. 2 (2023). 
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beliau secara tidak langsung menjelaskan adanya iddah secara tersirat 

bagi laki-laki (syibhul iddah).18 Persamaan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang iddah pada suami. 

Perbedaan terletak pada tinjauan yang digunakan, peneliti 

menggunakan tinjauan maslahah mursalah pada Surat Edaran Dirjen 

Bimas Islam Nomor: P 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sedangkan peneliti 

sebelumnya menggunakan perspektif Wahbah Az-Zuhaili. 

6. Sartina dan Lilik Andaryuni, UIN Sultan Aji Muhammad Idris 

Samarinda, (2022), jurnal dengan judul “Konsep Syibhul Iddah Bagi 

Laki-laki Ditinjau dari Hukum Islam” yang menyimpulkan bahwa fiqh 

Islam sebenarnya memiliki aturan mengenai iddah bagi laki-laki, 

dengan 2 (dua) syarat, yaitu: Pertama, apabila seorang laki-laki 

bercerai dengan istirnya secara talak raj‟i dan kemudian memiliki 

keinginan untuk menikahi wanita yang sama mahram dengan istrinya, 

maka laki-laki tersebut tidak diperbolehkan menikahi wanita itu 

sampai masa iddah istri sebelumnya berakhir. Kedua, apabila seorang 

laki-laki memiliki 4 (empat) orang istri kemudian menceraikan salah 

satu istrinya dan memiliki keinginan untuk menikahi istri kelima, maka 

laki-laki tersebut harus menunggu masa iddah istri yang diceraikan 

sebelumnya berkahir.19 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

yaitu sama-sama meneliti tentang iddah bagi laki-laki. Perbedaan 

terletak pada tinjauan yang digunakan, peneliti menggunakan tinjauan 

maslahah mursalah dengan memfokuskan kepada pelaksanaan surat 

edaran sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan memfokuskan 

kepada iddah terhadap laki-laki dengan tinjauan hukum Islam. 

                                                           
18

 Sumarni, Maryani, dan Ayu, “Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki 

Menurut Wahbah Zuhaili.” 
19

 Sartina dan Lilik Andaryuni, “Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari 

Hukum Islam,” Jurnal Tana Mana 3, no. 2 (2022). 
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G. Penjelasan Judul 

Untuk mempermudah pemahaman istilah-istilah sulit dalam tulisan ini, 

peneliti merasa perlu memperjelas definisi yang digunakan dalam penelitian 

agar mengarah pada pokok utama permasalahan, sebagai berikut: 

1. Analisis  

Definisi analisis dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu  

penyelidikan terhadap sebuah peristiwa (karangan, perbuatan, dan 

sebagainya) dengan tujuan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya 

(sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).20 Menurut 

Komaruddin, pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk 

menguraikan keseluruhan bagian menjadi sebuah komponen, hubungannya 

antara satu dengan yang lain serta fungsi dari masing-masing menjadi satu 

kesatuan yang terpadu.21 

2. Maslahah Mursalah 

Maslahah mursalah merupakan kebermanfaatan yang tidak disinggung 

oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk 

mengerjakan atau meninggalkannya, akan tetapi apabila dikerjakan akan 

mendatangkan kebaikan yang besar atau terciptanya kemaslahatan bagi 

umat manusia. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan maslahah mursalah 

sebagai segala sesuatu yang mendatangkan atau memberi kemaslahatan 

namun di dalamnya tidak memiliki ketegasan atau doktrin hukum yang 

digunakan untuk menyatakannya serta tidak terdapat dalil atau nash yang 

memperkuat atau menolaknya. 

3.  Perkawinan 

Perkawinan atau pernikahan merupakan proses penjalinan hubungan 

antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam ikatan sakral. 

Pernikahan merupakan istilah yang sering didengar di masyarakat. 

Pengertian pernikahan itu sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 1 

                                                           
20

 “KBBI Daring,” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis. 
21

 Komaruddin, Ensiklopedia Manajemen, IX (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 53. 
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Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan sebagai ikatan lahir 

bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri 

dengan bertujuan untuk memebentuk keluarga yang bahagia dan  kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.22 

4. Iddah 

Menurut Sayid Sabiq, iddah secara bahasa artinya menghitung hari-

hari dan masa bersih seorang perempuan.23 Iddah menurut Al-Jaziri yaitu 

mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari 

suci perempuan tersebut.24 Iddah menurut Abu Bakar al-Dimyati, secara 

terminologi adalah masa yang harus dijalani oleh seorang perempuan yang 

telah bercerai dengan tujuan untuk mengetahui bebas atau bersihnya rahim 

dari kehamilan atau karena ibadah dan berduka karena kematian suaminya.  

5. SE Dirjen Bimas Islam 

Rumusan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 lahir dari hasil forum diskusi yang 

diselenggarakan antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal 

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.25 Surat 

Edaran Dirjen Bimas Islam P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengatur 

tentang Perkawinan dalam Masa Iddah Istri ditetapkan di Jakarta tepatnya 

pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan ditandatangani langsung oleh 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bapak Kamarudin Amin. 

Isi dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

menjelaskan petunjuk pencatatan dan prosedur pelaksanaan perkawinan 

baru mantan suami yang dilakukan dalam masa iddah istri. 

                                                           
22

 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1. 
23

 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, 2 ed. (Jakarta: Ichtiar Baru van 

Hoeve, 1993), 171. 
24

 Sayyid Sabbiq, Fiqh Sunnah, ed. oleh Muhammad Thalib, 8 ed. (Bandung: Alma‟arif, 

1987), 139. 
25

 Umami dan Khairul, “Konstruksi Iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam 

Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021),” Ijtihad 38, no. 2 (2022): 48. 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peniliti yaitu penelitian lapangan (field 

research) dimana peneliti melakukan observasi secara langsung mengenai 

penerapan aturan yang berada di lapangan. Dedy Mulyana 

mendeskripsikan penelitian lapangan (field research) sebagai jenis 

penelitian yang bertujuan untuk mempelajari fenomena dalam 

lingkungannya yang bersifat alamiah.
26

 Data bersumber dari lapangan 

yang merupakan data primer sehingga data yang didapat oleh peneliti 

benar-benar sesuai dengan realita mengenai fenomena-fenomena yang 

terjadi di lokasi penelitian yaitu KUA Kecamatan Merigi. 

Model pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan 

penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (penelitian hukum empiris). 

Pendekatan penelitian yuridis empiris menurut Abdul Kadir Muhammad 

adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data-data sekunder 

terlebih dahulu sebelum kemudian akan dilanjutkan dengan mengadakan 

penelitian terhadap data primer secara langsung di lapangan.27 Penelitian 

yuridis empiris banyak terdapat pada penelitian yang menggunakan 

metode penelitian lapangan (field research). 

Penelitian yuridis empiris mengkaji data penelitian secara langsung di 

lapangan yang mengarah pada bagaimana kenyataan pelaksanaan hukum 

normatif secara langsung (in action) di masyarakat.
28

 Data yang dihasilkan 

dalam penelitian yuridis empiris merupakan data deskriptif yang berbentuk 

tertulis baik secara lisan individu maupun perilaku individu tersebut. 

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung di lapangan 

untuk melihat apakah aturan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan Mantan Suami dalam 

                                                           
26

 Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 

dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 160. 
27

 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya, 

2004), 134. 
28

 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris 

(Depok: Prenadamedia Group, 2016), 151. 
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Masa Iddah Istri telah terlaksana dengan optimal atau bahkan tidak 

memenuhi sasaran yang ditujukan dari surat edaran tersebut. 

2. Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menerapkan penelitian kualitatif. Prof. 

Dr. Sugiyono dalam bukunya “Metode Penelitian Kuantitatif dan 

Kualitatif dan R&D” menjelaskan penelitian kualitatif sebagai metode 

artistic karena proses pengumpulan data yang lebih bersifat seni (kurang 

berpola) atau disebut juga sebagai metode interpretive karena hasil data 

penelitian lebih mengedepankan interprestasi terhadap data-data yang 

ditemukan di lapangan.
29

 Tujuan dari metode penelitian kualitatif yaitu 

menjalankan fenomena menggunakan metode pengumpulan data sedalam-

dalamnya. Penelitian kualitatif merupakan metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian yang memerlukan data yang luas. 

Rahmasari menyebutkan beberapa ciri dari penelitian kualitatif yaitu:30 

a. Lingkungan alamiah sebagai sumber data secara langsung. 

b. Manusia merupakan alat (instrumen) utama dalam pengumpulan 

data. 

c. Analisis data dilakukan dengan cara induktif. 

d. Penelitian bersifat deskriptif analitik (data berupa kata-kata, 

gambar dan perilaku objek) tidak dituangkan dalam bentuk 

bilangan atau angka statistik. 

e. Tekanan penelitian berada pada proses, penelitian kualitatif lebih 

banyak mementingkan proses daripada hasil. 

f. Pembatasan penelitian berdasarkan fokus penelitian. 

g. Perencanaan bersifat lentur dan terbuka. 

h. Hasil penelitian merupakan hasil kesepakatan bersama. 

i. Pembentukan teori berasal dari dasar. 

j. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif. 

                                                           
29

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2011), 7. 
30

 Rahmasari, Ciri-ciri dan Jenis-jenis Penelitian Kualitatif (Jurnal Riset Metodologi 

Kualitatif, 2017), 89. 
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k. Teknik sampling cenderung bersifat purposive. 

l. Penelitian bersifat menyeluruh (holistik). 

m. Makna sebagai perhatian utama dalam penelitian 

3. Objek dan Subjek Penelitian 

Menurut Supranto definisi dari objek penelitian yaitu sekumpulan 

komponen berupa orang, organisasi serta dapat berupa barang yang akan 

diteliti dalam penelitian.
31

 Objek dalam penelitian ini yaitu perkawinan 

mantan suami dalam masa iddah istri pasca penetapan SE Dirjen Bimas 

Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Merigi. 

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak atau instansi yang dijadikan 

sumber informasi untuk mendapatkan data dalam penelitian. Peran subjek 

dalam sebuah penelitian yaitu sebagai pihak yang memberikan tanggapan 

atau informasi dan memberikan saran kepada peneliti baik secara langsung 

maupun tidak langsung.
32

 Subjek dalam penelitian ini adalah kepala 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi bapak Ombi Ramli, 

M.Ag, penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi bapak 

Yahanuar, S.Ag., M.H dan pegawai pencatat peristiwa perkawinan Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi ibu Siti Juryati, M.H. 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan terkait analisis maslahah mursalah terhadap 

perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri pasca penetapan SE 

Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 bertempatan di 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi. 

5. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

ushul (ushul fiqh approach). Pendekatan ini menggunakan ushul fiqh 

sebagai landasan utama dalam menganalisa suatu tema yang diangkat 

dalam penelitian. Para ulama fiqh sepakat bahwa obyek kajian dalam ilmu 

ushul fiqh berupa kaidah-kaidah atau metode-metode istinbath hukum 

                                                           
31

 Supranto, Statistik Teori dan Aplikasi, I (Jakarta: Erlangga, 2000), 21. 
32

 Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian Bisnis (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 

2021), 42. 
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Islam.33 Penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fiqh berupa analisis 

maslahah mursalah terhadap pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas 

Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi. 

6. Data 

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data 

sekunder atau data yang diperoleh dari penelitian langsung dilapangan dan 

didukung data pustaka, buku, tulisan, internet, dan sejenisnya. Data primer 

bersumber dari informan secara langsung mengenai data mengenai 

perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri pasca ditetapkannya 

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

serta pandangan Kepala KUA Kecamatan Merigi terhadap realisasi 

pelaksanaan surat edaran dan tujuan dari dikeluarkannya surat edaran 

menurut maslahah mursalah. Data sekunder dari penelitian ini bersumber 

dari buku, jurnal, tesis dan literatur lain yang berhubungan dengan 

pembahasan yang diteliti untuk menambah akurasi dan kelengkapan data. 

7. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu faktor penting dalam 

penelitian dan merupakan langkah awal dalam menyusun metode ilmiah. 

Pengumpulan data yang dilakukan secara tepat akan menghasilkan data 

yang memiliki kredibilitas tinggi, berdasarkan hal tersebut penting untuk 

melakukan tahap ini secara cermat serta menggunakan teknik dan prosedur 

sesuai dengan penelitian kualitatif. Data yang diambil oleh peneliti harus 

valid dan disusun secara sistematis. Penelitian terhadap analisis maslahah 

mursalah terhadap perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri pasca 

penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

(studi kasus di KUA Merigi) yang dilakukan peneliti menggunakan 3 

(tiga) alat pendukung pengumpulan data yaitu: 

a. Teknik Observasi 

                                                           
33

 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, Cet.9 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 8. 
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Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan 

untuk mengumpulkan informasi terkait topik penelitian yang ada 

secara langsung. Metode ini digunakan peneliti agar dapat memahami 

kondisi langsung di lapangan dan mempermudah pengambilan 

informasi secara maksimal. Observasi merupakan teknik yang 

dilakukan secara sistematis dan berdasarkan prosedur-prosedur yang 

telah ada sehingga data dapat dikembangkan lebih luas oleh peneliti.34 

b. Teknik Wawancara 

Metode wawancara (interview) adalah teknik yang digunakan oleh 

peneliti untuk memperoleh data dengan lebih luas dan jelas. Metode 

ini dilakukan peneliti dengan cara dating langsung ke lapangan tempat 

responden atau subjek yang diteliti berada dan melakukan kegiatan 

tanya jawab.35 Wawancara dalam penelitian kualitatif memiliki tujuan 

untuk memperoleh pemahaman secara lebih mendalam mengenai 

pengalaman, pandangan serta  perspektif  individu atau kelompok  

terkait  fenomena  yang  diteliti oleh peneliti. Wawancara dilakukan 

baik secara terstruktur, semi-terstruktur atau tidak terstruktur, 

pelaksanaan tergantung pada tingkat kerangka yang telah ditentukan 

oleh peneliti sebelumnya.36 

c. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif digunakan  peneliti 

sebagai penyempurna data yang dihasilkan dari proses wawancara dan 

observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dokumentasi dalam 

penelitian kualitatif dapat berupa tulisan, gambar, atau karya 

monumental dari objek yang diteliti sesuai dengan topik yang diangkat 

                                                           
34

 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: Jejak, 

2018), 111. 
35

 Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: BPFE, 2006), 62. 
36

 Ardiansyah dan Risnita, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah 

Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,” Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 2 

(2023): 4. 
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dalam penelitian.37 Dokumentasi merupakan unsur penentu yang 

merekam proses pengumpulan data di lapangan selama dilakukan 

penelitian. 

8. Teknik Analisis Data 

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian 

deskriptif analisis yaitu sebuah penelitian yang menggambarkan suatu 

objek tertentu serta menjelaskan data secara secara sistematis berdasarkan 

fakta-fakta atau karakteristik sebuah populasi secara faktual dan cermat 

berdasarkan bidangnya.38 Penelitian ini bersifat deskriptif artinya objek 

dan data-data yang disajikan digambarkan secara cermat dalam mengambil 

kesimpulan secara umum dan faktual.39 Metode deskriptif analisis 

merupakan metode yang cocok digunakan dalam penelitian kualitatif. 

Menurut Max Weber dalam Muhammad Yusuf berpendapat bahwa 

analisis data ialah sebuah metodologi kajian yang memanfaatkan 

seperangkat prosedur atau tata cara untuk menarik sebuah kesimpulan 

yang shahih atau benar dari sebuah buku atau dokumen.40 Metode analisis 

data digunakan untuk menganalisis serta memahami isi dari sebuah 

informasi. 

Adapun tahapan-tahapan dalam analisis data kualitatif adalah sebagai 

berikut: 

a. Reduksi data, yaitu kegiatan menyederhanakan, menggolongkan, 

dan membuang data yang tidak perlu sehingga dapat menghasilkan 

informasi yang bermakna dan mempermudah dalam menarik 

kesimpulan. 

b. Display data atau penyajian data, yaitu kegiatan menyusun 

sekumpulan data secara sistematis agar mudah dipahami sehingga 

memungkinkan dihasilkannya kesimpulan. 

                                                           
37

 Nurul Ulfatin, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan (Malang: 

Banyumedia Publishing, 2014), 224. 
38

 Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7. 
39

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, I (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas 

Psikologi Universitas Gajahmada, 1986), 3. 
40

 Muhammad Yusuf, Relasi dan Konteks Memahami Hadis-hadis „Kontradiktif‟ Melalui 

Manhaj Imam Syafi‟i (Yogyakarta: Indie Book Corner, 2020), 13. 
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c. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu kegiatan melihat hasil dari 

reduksi data agar tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak 

dicapai yang bertujuan untuk menemukan makna dari data yang 

telah dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, dan 

perbedaan guna menarik kesimpulan yang digunakan untuk 

menjawab permasalahan yang ada.41 

Moh. Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” 

menjelaskan bahwa metode deskriptif yaitu metode yang meneliti 

sekelompok manusia, objek, kondisi, system pemikiran, atau kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya untuk mendeskripsikan fakta, 

sifat, fenomena yang diteliti secara faktual dan akurat.42 Dalam penelitian 

ini peneliti akan menjabarkan penelitian yang berkaitan dengan pernikahan 

mantan suami dalam masa iddah istri pasca penerapan SE Dirjen Bimas 

Islam tahun 2021 menurut analisis maslahah mursalah. 

                                                           
41

 Anggito dan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: Jejak, 2018), 243. 
42

 Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 54. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perkawinan 

1. Definisi dan Dasar Hukum Perkawinan 

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab ( حلنكاا ), beberapa orang 

berpendapat bahwa perkawinan menggunakan perkataan nikah dan zawaj.
1
 

Perkawinan atau pernikahan merupakan proses penjalinan hubungan 

antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam ikatan sakral. 

Perkawinan merupakan istilah yang sering didengar di masyarakat. 

Pengertian perkawinan atau pernikahan itu sendiri diatur dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 

yang menyatakan bahwa pernikahan sebagai ikatan lahir bathin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri dengan bertujuan 

untuk memebentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
2
 

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara bahasa artinya 

mengumpulkan dalam arti lainnya yaitu sebuah hubungan intim serta akad 

sekaligus yang dikenal dalam syariat sebagai akad nikah. Sedangkan 

secara syariat arti dari perkawinan yaitu suatu akad yang mengandung arti 

pembolehan seorang laki-laki untuk bercengkerama dengan perempuan, 

dengan melakukan hubungan yang bersifat intim, menyentuh, mencium, 

memeluh dan lain sebagainya, dengan syarat perempuan tersebut bukan 

termasuk mahram dari segi nasab, sepersusuan, dan keluarga dari pihak 

laki-laki.
3
 Pernikahan tersebut sah jika dilakukan berdasarkan hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar aturan perundang-

                                                           
1
 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 

1974), 79. 
2
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1. 

3
 Wahbah Az-zuhalli, Fiqih Islam wa Adillatuhu, ed. terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, 9 ed. 

(Jakarta: Gema Insani, 2011), 39. 
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undangan di Indonesia yang mengatur mengenai pernikahan yaitu terdapat 

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 

16 Tahun 2019 dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI). 

Pada umumnya definisi perkawinan menurut para ulama fiqh penganut 

4 (empat) mazhab yaitu suatu akad yang memberikan kebolehan (bagi 

seorang laki-laki untuk melakukan hubungan badan dengan seorang 

perempuan) yang (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, serta 

makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. Terdapat 2 (dua) inti 

dalam pengertian perkawinan yaitu aqad (perjanjian) dan setubuh 

(melakukan hubungan badan).  Perkawinan merupakan bagian dari ibadah 

yang sangat dicintai Allah Swt. 

Syariat pernikahan diatur dengan dalil Al-Qur‟an, sunah dan ijma‟. 

Salah satu dalil Al-Qur‟an terkait dengan perkawinan yaitu QS. An-Nisaa‟ 

ayat (3),
4
 

 

ءِ  بۤ ِّغَ َٓ اٌ ِّ  ُِ ىُ ٌَ بةَ  َِب طَ ا  ىِ ذُ ِٔىٔ ب ًّٰ فَ زٰ َُ ٌْ ً ا ا فٔ ىِ طُ غِ مْ َّب رُ ُِ اَ زُ فْ ْْ خٔ أ وَ
غَ  ثٰ سُ ٍٰثَ وَ ثُ ًٰٕ وَ ثْ َِ  ۚ ْْ بٔ ُِ فَ زُ فْ َّب خٔ ا اَ ىِ ٌُ ذٔ ؼِ حً رَ ذَ ادٔ ىَ وِ فَ ب اَ ذِ َِ ٍَىَ َِ 

ُِ ىُ ُٔ ب َّ َِ ٌٔهَ ۚ   اَ ْٰ رٰ دِ َّب يۚ  اَ ا اَ ىِ ٌُ ىِ ؼُ   ٣ ۚ  رَ
 

Artinya: 

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian 

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang 

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih 

dekat kepada tidak berbuat aniaya.” 

 

Rasulullah saw. bersabda, dalam hadits riwayat Abdullah Ibnu Mas‟ud 

yang berbunyi:
5
 "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang 

telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena menikah itu 

dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barangsiapa 

yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu 

                                                           
4
 QS. An-Nisaa‟ (4): 3. 

5
 Imam As-Suyuti dan Sindi, Terjemah Sunan Nasa’i (Semarang: Asy-Syifah, 1999), 369. 
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merupakan obat baginya” (HR Bukhari-Muslim). Sedangkan menurut 

ijma‟ para ulama sepakat bahwa perkawinan merupakan hal yang 

disyariatkan dalam Islam. 

2. Jenis-jenis Perkawinan 

Berdasarkan sifatnya perkawinan terdiri dari beberapa jenis, yaitu:
6
 

a. Nikah mut‟ah, 

b. Nikah muhallil, 

c. Nikah sirri, 

d. Nikah agama, 

e. Nikah di bawah tangan, 

f. Nikah gantung, 

g. Nikah sesama jenis (homoseks dan lesbian), 

h. Poligami, 

i. Poliandri, 

j. Monogami, 

k. Nikah paksa, dan 

l. Isogami atau esogami. 

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 

Perkawinan diwajibkan bagi setiap muslim dan merupakan tradisi 

sakral yang bernilai ibadah bagi seseorang yang melaksanakannya. Sama 

dengan syariat-syariat Islam lainnya perkawinan memiliki tujuan serta 

hikmah sesuai dengan tujuan pembentukannya, antara lain: 

a. Untuk melanjutkan garis keturunan serta menyambung cita-cita, 

membentuk sebuah keluarga yang akan membentuk masyarakat yang 

baik di lingkungannya. 

b. Untuk menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Seorang 

pemuda yang sudah sanggup untuk menikah maka hendaklah ia 

menyegerakan menikah karena hal tersebut dapat menjaga pandangan 

dan memelihara kehormatan dirinya. 

c. Perkawinan dapat menimbulkan rasa cinta diantara suami dan istri. 

Apabila suami dan istri memiliki rasa kasih dan sayang maka dapat 
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menumbuhkan rasa kasih sayang sebagai orangtua, kasih saying antar 

keluarga dan masyarakat. 

d. Perkawinan dapat membersihkan dan memperjelas nasab (garis 

keturunan) ayahnya, kakeknya serta garis keturunan selanjutnya.
7
 

B. Perceraian/Talak dalam Islam 

1. Definisi Talak 

Dalam melangsungkan bahtera rumah tangga tentulah setiap pasangan 

mendambakan rumah tangga yang damai, penuh cinta kasih serta 

hubungan yang bertahan lama. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa 

banyak pasangan yang gagal memahami tujuan dan hikmah 

berumahtangga akibat ketidaksesuaian jalan pikiran antara satu sama lain. 

Perceraian atau disebut dengan talak dalam Islam yaitu pemutusan 

hubungan suami istri dari hubungan pernikahan yang sah menurut syariat 

dan negara. Perceraian bukan suatu larangan dalam Islam namun 

keputusan atau cara terakhir yang dapat diambil oleh pasangan suami istri 

dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi selama 

menjalankan kehidupan berumahtangga. 

Talak menurut bahasa artinya melepas tali atau membebaskan. Talak 

berasal dari bahasa Arab itlaq yang memiliki arti melepaskan atau 

meninggalkan. Sedangkan menurut istilah agama talak bermakna 

melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.
8
 Para 

ulama mendefinisikan talak sebagai melepaskan hubungan pekawinan 

dengan menggunakan lafazh talak.
9
 

Definisi talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) termuat pada 

pasal 117 yang menyebutkan bahwa talak yaitu ikrar suami dihadapan 

sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusan 

perkawinan.
10

 Hukum asal talak dalam Islam adalah haram, namun 

seorang suami berwenang menjatuhkan talak pada istrinya pada kondisi 

                                                           
7
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8
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9
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tertentu. Talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama hanya sah 

secara hukum agama namun tidak sah dalam hukum yang berlaku di 

Indonesia.  

2. Macam-macam Talak 

Talak merupakan upaya melepaskan ikatan perkawinan memiliki 

beberapa jenis. Talak ditinjau dari segi jumlah penjatuhan terdiri atas 2 

(dua) macam, yaitu: 

a. Talak Raj‟i 

Talak raj‟i merupakan talak yang dijatuhkan suami kepada istri 

yang telah dikumpuli, bukan karena hal tebusan atau penjatuhan 

talak yang ketiga kalinya. Dalam kasus ini suami dapat secara 

langsung kembali kepada istrinya yang sedang dalam masa iddah 

(masa tunggu setelah cerai) tanpa harus melakukan akad nikah 

baru.
11

 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 118 menyatakan talak 

raj‟i merupakan talak yang kesatu atau kedua, dimana suami 

berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.
12

 

Ketentuan talak raj‟i diatur dalam QS. Al-Baqarah: 229,
13

 

 

 ِٓ رٰ شٖ َِ بقُ  ٍَ ٌطَّ بنْ ۚ  اَ ِِغَ بٔ فٕ ۚ  فَ وِ شُ ؼِ َّ وِ ثِ َِخْ اَ شِ غِ ْٕ ۚ  رَ ب غَ دِ بٔ  ۚ   ثِ
ٌَ بوَ ّٖ ِٔ ا  وِ زُ خُ أْ ْْ رَ ُِ اَ ىُ ٌَ  ُّ ََذٔ ٖٓ ۚ  ب  ُ٘ ىِ ُّ زُ ُِ رَ ُِـ اٰ اۚ  شَ َّب ً ْْ ۚ  أ  اَ

ب بفَ َّب ۚ  َٖخَ ب اَ َّ ُِ مٔ دَ َُ وِ ذُ ٗٔ دُ  ٍٰ ٌ ْْ ۚ   ا بٔ ُِ فَ زُ فْ َّب خٔ َّب اَ ُِ مٔ دَ َُ وِ ذُ ٗٔ دُ  ٍٰ ٌ  ا
ب ۚ   ٍَ بحَ فَ َٕ ب جُ َّ هِ ُِ ٍَ َّب ػَ ُِ دِ فٔ ذَ زَ فْ ٗ ا ٍْهَ ۚ   ۚ  ثِ دُ رٔ وِ ذُ ٗٔ دُ  ٍٰ ب  اٌ ٍَ فَ

ب  َ٘ وِ ذُ زَ ؼِ ِٓۚ  رَ َِ ذٖ وَ ؼَ زَ دَ َٖ وِ ذُ ٗٔ دُ  ٍٰ وًٌٰۤ اٌ بُ ُُ ِنَۚ  فَ ُ٘ َْ ىِ ُّ ٍٔ   ٢٢٩ اٌظٰ 
 

 Artinya: 

 “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi 

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. 

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah 

kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir 

tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu 

khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan 

hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang 
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bayaran yang diberikan oleh Istri untuk menebus dirinya. Itulah 

hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. 

Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah 

orang-orang yang zalim.” 

 

Hadits yang menyebutkan ketentuan rujuk dalam talak raj‟i 

yaitu,
14

 

 

ْْ َّشِ أ ِٓ ػُ ِٓ أثِ ِّ صًََّ الُله ھوھطٍََكَ اِشادھػَ َّشِ ٌٍٕٖٔجِ ي دب ئط فَزَوَشَ رٌَٔهَ ػُ
ُٖ فٍُش اجغھػٍی َّشٖ ُْ فَمَبٌٌ ُٖ  اھوَ عَُّ ًٌھطَب  َاھٌُطٍكثُ ِٔ  سَا أَوِ دَب

 

 Artinya: 

“Dari Ibnu Umar dia menceraikan istrinya, sedang ia dalam 

keadaan haid ketika hal itu diceraikan oleh Umar kepada 

Rasulullah saw. maka Rasulullah saw. bersabda, suruhlah ia 

merujuk kembali, kemudian silakan ia menceraikannya dalam 

keadaan jelas-jelas suci atau hamil.” (HR. Muslim) 
  

Talak raj‟i menurut Muhammad Jawad al-Mughniyyah 

merupakan sebuah kondisi dimana seorang suami masih memiliki 

hak untuk kembali atau rujuk kepada istrinya sepanjang masih 

berada dalam masa iddah, baik istrinya tersebut bersedia untuk 

dirujuk atau tidak.
15

 Menurut Ibn Rusyd talak raj‟i adalah talak 

yang dimana seorang suami masih memiliki hak untuk merujuk 

istrinya. Sedangkan Ahmad Azhar Basyir menyatakan dalam 

bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Islam” bahwa talak 

raj‟i merupakan talak yang memungkinkan seorang suami untuk 

rujuk pada istrinya tanpa perlu melakukan akad nikah ulang.
16

 

Syarat rujuk dalam kondisi talak raj‟i sendiri diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 ayat (2),
17

 

1) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun 

qabla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari. 
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 HR. Muslim, Shahih Muslim 
15

 Muhammad Jawwad Al-Mughniyah, Al-Fiqh’ala Al-Madzahib Al-Khamsah (Fiqih 

Lima Mazhab : Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali), ed. terj. Masykur, 5 ed. (Jakarta: 

Lentera, 2000), 451. 
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 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2007), 76. 
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2) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu 

bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan 

sekurang- kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid 

ditetapkan 90 hari. 

3) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda 

tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan 

sampai melahirkan. 

4) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda 

tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan 

sampai melahirkan. 

Menurut ulama fiqh Imam Syafi‟i laki-laki yang dapat merujuk 

istrinya dalam talak raj‟i harus memiliki syarat sebagai berikut:
18

 

1) Laki-laki yang melakukan rujuk harus sehat akalnya. Hal 

tersebut memiliki arti orang gila tidak sah rujuk kembali 

karena talak yang dijatuhkan kepada istri mereka tidak 

dinyatakan sah. Kondisi tersebut juga berlaku pada orang 

yang dalam kondisi tertidur. Berdasarkan hal-hal tersebut 

diketahui bahwa pelaksanaan rujuk harus dilakukan dalam 

kondisi sadar tentang tugas kewajiban yang dibebankan atas 

suami. 

2) Laki-laki yang melakukan rujuk harus sudah baligh. Rujuk 

yang dilakukan oleh laki-laki yang belum baligh (cukup 

umur) dinyatakan  tidak sah karena kekuatan hukum rujuk 

sama dengan yang termuat dalam akad nikah. 

3) Laki-laki yang melakukan rujuk harus atas kemauan dan 

kesadarannya sediri. Rujuk yang dilakukan atas dasar 

paksaan orang lain dapat dinyatakan tidak sah. Perbuatan 

yang dilakukan atas dasar paksaan orang lain tidak diakui 

keabsahannya dalam syari‟at Islam yang berakibat 

rujukjuga menjadi tidak sah. 

Sedangkan syarat rujuk yang diharuskan bagi wanita yaitu:
19
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1) Wanita tersebut merupakan  istri yang sah dari laki-laki 

yang akan merujuk. Tidak sah merujuk seorang wanita yang 

bukan istrinya. 

2) Istri tersebut telah dijatuhkan talak dalam bentuk talak raj‟i. 

Tidak sah merujuk istri yang masih memiliki keterikatan 

dalam hubungan perkawinan atau wanita yang telah ditalak 

dalam bentuk talak ba‟in. 

3) Istri tersebut masih berada dalam masa iddah akibat talak 

raj‟i. Seorang laki-laki masih memiliki hubungan hukum 

dengan istri yang telah ditalaknya secara talak raj‟i selama 

masih berada dalam masa iddah istri. Iddah yang telah 

berakhir menyebabkan putusnya hubungan yang tidak lagi 

boleh dirujuk oleh suami. 

Menurut madzhab Hanafi, yang termasuk dalam kondisi talak 

raj‟i yaitu:
20

 

1) Talak secara terang-terangan setelah terjadi hubungan 

suami istri yang sesungguhnya (thalaq sharih ba’da ad-

dukhul al-haqiqi). Talak tersebut diucapkan secara terang-

terangan (sharih) setelah hubungan badan yang hakiki 

(dukhul haqiqi) dengan menyebutkan lafadz berisi materi 

talak (thalaq) atau pentalakan (tathliq) serta tidak 

diwajibkan pemberian kompensasi (iwadh), bukan juga 

dengan bilangan (talak) tiga, serta talak tersebut tidak 

disifati dengan sifat keras atau kuatnya talak tersebut, atau 

perpisahan (bainunah) dan yang sejenisnya. 

2) Talak kinayah bakda dukhul yang tidak menyiratkan makna 

keras atau kuatnya talak tersebut atau perpisahan 

(bainunah) seperti ungkapan: “Beriddahlah kamu 

(i’taddiy)” atau “Bebaskanlah rahimmu (istabri’iy 

rahimaki)” atau “Engkau sendirian (anti wahidah)”. 
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Pengucapan ungkapan-ungkapan tersebut telah memenuhi 

syarat jatuh talak satu secara raj‟i bila suami meniatkan 

penjatuhan talak kepada istrinya. 

3) Talak yang dijatuhkan oleh hakim karena suami tidak 

memberikan nafkah atau karena sebab illa‟. Dalam 

madzhab Hanafi, yang disebut pertama (talak oleh hakim 

karena tidak ada nafkah) merupakan talak raj‟i disebabkan 

kemampuan suami untuk memberikan nafkah dapat lahir 

kapan saja, begitu pula yang kedua (talak oleh hakim karena 

illa‟) oleh karena dimungkinkan bagi suami untuk menjalin 

hubungan kembali dengan mantan istrinya tersebut. 

Talak raj‟i menurut madzhab Maliki dan Hambali merupakan 

setiap talak yang jatuh selain dari 4 kondisi, (1) talak pada istri 

yang belum sempat disetubuhi (qobla dukhul), (2) talak khulu', (3) 

talak tiga, dan (4) mubaaro'ah, yakni menjadikan si istri memiliki 

hak untuk menalak dirinya sendiri, dan mereka jadikan talak ini 

sebagai talak satu ba‟in bukannya talak khulu'. 

 

b. Talak Ba‟in 

Talak ba‟in yaitu perceraian dengan kondisi suami 

mengucapkan talak 3 (tiga) kepada istrinya. Dengan kondisi ini, 

istri tidak boleh dirujuk kembali oleh suami. Apabila suami 

berkeinginan untuk rujuk, maka suami tersebut baru boleh 

melakukannya jika istrinya telah terlebih dahulu menikah dengan 

lelaki lain serta melakukan hubungan suami istri dengan suaminya 

yang baru, lalu diceraikan dan habis masa iddahnya.
21

 

Talak ba‟in sendiri terdapat 2 (dua) macam, yaitu: 

1) Talak Ba‟in Sugra 

Talak ba‟in sugra yaitu talak yang menghilangkan hak-hak 

rujuk suami terhadap istrinya namun tetap tidak menghilangkan 

hak nikah baru kepada bekas istrinya. Wahbah Az-Zuhaili 
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mengemukakan talak ba‟in sughra sebagai talak yang mana 

seorang laki-laki tidak dapat kembali untuk mengikat tali 

perkawinan terhadap wanita yang dijatuhi talak kecuali dengan 

akad dan mahar yang baru.
22

 Berdasarkan definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pada talak ba‟in sughra suami tidak dapat rujuk 

dengan istrinya kembali kecuali dengan akad nikah dan mahar 

yang baru. 

2) Talak Ba‟in Kubra 

Talak ba‟in kubra adalah talak yang menghilangkan hak suami 

untuk menikah istrinya kembali kecuali dalam kondisi bekas 

istrinya telah melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain dan 

telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan istri 

tersebut telah menjalani masa iddahnya hingga selesai.
23

 Talak 

ba‟in kubra merupakan talak ketiga yang dijatuhkan oleh suami. 

Akibat hukum dari talak ba‟in kubra menurut para ahli ulama fiqh 

yaitu terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami istri setelah 

talak tersebut dijatuhkan.
24

  

C. Iddah 

1. Definisi Iddah 

Iddah adalah masa penantian dimana seorang wanita yang baru saja 

berpisah dari suaminya, baik karena perceraian atau kematian, tidak 

menikah lagi sampai melalui jangka waktu tertentu. Iddah berasal dari kata 

kerja ‘adda ya’uddu yang berarti kurang lebih al-‘ihsha yaitu hitung, 

perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Iddah menurut bahasa biasanya 

digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai hari suci pada 

perempuan.
25

 

Ulama Hanafiyah mengemukakan pengertian iddah kedalam dua 

pemahaman. Pendapat pertama, iddah merupakan masa yang digunakan 

untuk menghabiskan segala hal yang tersisa dari perkawinan sebelumnya. 

                                                           
22

 Az-zuhalli, Fiqih Islam wa Adillatuhu, 432. 
23

 Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2012), 199. 
24

 Az-zuhalli, Fiqih Islam wa Adillatuhu, 441. 
25

 Erna Rasyid, Dakwah Perempuan (Parepare: Dirah, 2015), 7. 



 

32 
 

Pendapat yang kedua, iddah merupakan masa tunggu yang secara umum 

dilakukan oleh seorang wanita setelah perkawinannya berakhir, baik 

karena perceraian maupun kematian.
26

 Ketentuan mengenai masa tunggu 

bagi seorang perempuan untuk mengukuhkan status perkawinan (atsar al-

nikah) yang bersifat material, misalnya pengukuhan kehamilan.  Tujuan 

iddah lainnya menurut ulama Hanafiyah yaitu untuk merealisasikan hal-hal 

yang bersifat etika-moral, seperti menjaga kehormatan suami. 

Ulama Syafi‟iyah mendefinisikan iddah sebagai masa tunggu bagi 

seorang istri dengan tujuan untuk mengetahui bersihnya rahim, untuk 

beribadah (ta’abuddi), atau sebagai ungkapan berduka cita atas 

meninggalnya suami. Alasan ta‟abuddi dijalankan kepada wanita yang 

masih dibawah umur dimana belum waktunya untuk diajak bersenggama 

sehingga mustahil rahimnya terisi penuh. Oleh karena itu, iddah pada 

dirinya ditujukan hanya untuk menghormati sebuah ikatan perkawinan. 

Menurut ulama Malikiyah, iddah yaitu masa dilarang menikah bagi 

wanita sebab jatuhnya talak, meninggalnya suami, atau sebab fasakh. 

Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan iddah sebagai masa penantian 

yang ketentuannya ditetapkan oleh syara‟ bagi seorang wanita sehingga 

tidak diperbolehkan menikah selama masa penantian tersebut. Kelompok 

Hanabilah ini sama sekali tidak menyinggung alasan mengapa harus ada 

waktu menunggu bagi seorang wanita setelah dicerai talak atau ditinggal 

mati oleh suaminya.
27

 

Dari beberapa definisi mengenai masa iddah diatas, peneliti 

menyimpulkan bahwa iddah yaitu masa penantian (masa tunggu) seorang 

wanita yang harus dijalankan setelah putusnya ikatan perkawinan, baik 

dikarenakan jatuhnya talak, meninggalnya suami ataupun jatuhnya fasakh. 

Tujuan diberlakukannya masa iddah yaitu sebagai masa untuk mengetahui 

kebersihan rahim, masa tunggu untuk menjalankan perkawinan baru dan 

sebagai ungkapan berduka cita atas meninggalnya suami (cerai mati). 
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2. Dasar Hukum iddah 

Iddah merupakan masa tunggu yang wajib dilakukan oleh seorang 

wanita menurut syara‟. Landasan hukum yang mengatur mengenai iddah 

yaitu firman Allah SWT. yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 228.
28

 

 

ءٍ وِۤ شُ خَ لُ ثَ ٍٰ ٖٓ ثَ هِ غِ فُ ِٔ بَ َٓ ثِ صِ ثٖ شَ زَ ََ ذُ  َّمٰ طَ ُّ ٌْ ا ب ۚ  وَ ٌَ ُّ وَ هُ ََذٔ َِب ٌَ  َٓ ِّ زُ ىْ َٖ  ْْ ٖٓ اَ
ٍِ ُٗ فٔ  ٍٰ ٌ ٍَكَ ا ٖٓ ۚ  خَ هِ ِٔ ب دَ سِ ْْ اَ ٖٓ أ ٖٓ وُ ِٔ ؤِ َُ ٔٗ  ٍٰ بٌ َِ ثِ ىِ َُ ٌْ ا شِ وَ خٔ بٰ ٌْ ٖٓ ۚ  ا هُ زُ ٌَ ىِ ؼُ ثُ  وَ

كٗ دَ ٖٓ اَ ٔ٘ دِّ شَ ٍِ ثِ ٌٔهَ فٔ ْْ رٰ وِ أ دُ ا سَ ب اۚ  اَ ٍَبدّ صِ ٖٓۚ   أ هُ ٌَ ًُ وَ ثْ ِٔ ٌِ َّزٔ ٖٓ ا هِ ُِ ٍَ  ػَ

فٔ وِ شُ ؼِ َّ ٌْ ب ٌٍٔشِّ ۚ  ثِ خٌ وَ جَ سَ ٖٓ دَ هِ ُِ ٍَ بيِ ػَ ُٗ ۚ  جَ  ٍٰ اٌ ضْ وَ َِ ضِ ُْ ػَ ُِ ىٔ   ٢٢٨ ࣖ دَ
 

Artinya: 

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali 

quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah 

dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan 

suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka 

(para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang 

seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi 

para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada Istrinya. Dan 

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 

 

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 234.
29

 

 

شٍ  هُ شِ خَ اَ ؼَ ثَ سِ ٖٓ اَ هِ غِ فُ ِٔ بَ َٓ ثِ صِ ثٖ شَ زَ َٖ ب  اجّ وَ صِ َْ اَ وِ سُ زَ ََ ُِ وَ ىُ ِٕ ِٔ  َْ فَّىِ ىَ زَ َُ  َٓ َِ َّزٔ ا وَ
ا  شّ شِ ػَ ا ۚ  وٖ رَ بٔ َٓ فَ غِ ٍَ ٖٓ ثَ هُ ٍَ جَ ب اَ ٍَ بحَ فَ َٕ ُِ جُ ىُ ُِ ٍَ ب ػَ َّ ُِ َٓ فٔ ٍْ ؼَ ٍِ فَ ٖٓ ۚ  فٔ هِ غِ فُ ِٔ  اَ

فٔ وِ شُ ؼِ َّ ٌْ ب ُٗ ۚ  ثِ  ٍٰ ٌ ا َّب وَ َْ ثِ ىِ ٍُ َّ ؼِ شْ رَ ُِ جِ   ٢٣٤ خَ
Artinya: 

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan 

Istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) 

empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka 

tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri 

mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” 

 

Firman Allah SWT. dalam QS. Al-Ahzab (33): 49.
30
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بۚ  ٌٰ هَ َٗ َٓ اَ َِ َّزٔ ىِ ا ُٕ َِ ا اۚ  اٰ رَ ُُ أ زُ ذِ ىَ ٰٕذٔ َٔ ِٔ ؤِ ُّ ٌْ ُٖ ا ٖٓ ثُ ُ٘ ىِ ُّ زُ َّمْ ِٓ طَ ِٔ ًِ جِ ْْ لَ  اَ
ٖٓ ُ٘ ىِ غٗ َّ َّب رَ ب فَ هَ َٔ وِ ذٗ زَ ؼِ حٕ رَ ذٖ ِٓ ػٔ ِٔ  ٖٓ هِ ُِ ٍَ ُِ ػَ ىُ ٌَ  ۚ ٖٓ ُ٘ ىِ زِّؼُ َّ ٖٓ فَ ُ٘ ىِ شِّدُ عَ  وَ

ب ادّ شَ ب عَ ًٍ ُِ ّٔ   ٤٩ جَ
 

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-

perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 

mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu 

yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan 

lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” 

 

Kemudian dalam QS. At-Thalaq (65): 4 menyebutkan,
31

 

 

اٌ ٰۤـ ٌِۚ  وَ ِ ًََ  َۚٓ َٓ ِعِ ُِطِ ِٔ َّذٔ ٌْ ِٓ ا ي ِٔ بۤ ُِۚ  ِّغَ ْٔ ِوُ ُِ أ زُ جِ رَ سِ ٖٓ ا هُ رُ ذٖ ؼٔ  فَ
خُ ثَ ٍٰ شٍ ثَ هُ شِ اٌ ٰۤـ ۚ  اَ ٌِۚ  وٖ ِ ُِ ٌَ َٓ عِ ٌٰذُ ۚ  ََذٔ و اُ َّبيِ وَ دِ بَ ٌْ ٖٓ ا هُ ٍُ جَ ْْ اَ َٓ اَ ؼِ  َٖعَ

ٖٓ هُ ٍَ ِّ ِٓ ۚ  دَ َِ كِ وَ زٖ َٖ َٗ  ٍٰ ٌ ًْ ا ؼَ ِٓ ۚ  َّٗ ََجِ ِٔ ٖ شِ ِِ ا ۚ  اَ شّ   ٤ َُغِ
 

Artinya: 

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara 

perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), 

maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-

perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, 

waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. 

Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan 

baginya kemudahan dalam urusannya.” 

 

Dalil sunnah mengenai iddah,
32

 

 

َُ َُمَبيُ ٌَهَب عُجَُِؼَخُ ِٓ أَعٍَِ ِٔ ِِشَأَحً  َّ ا َُ أَ ٗٔ وَعََّ ُٗ ػٍََُِ ِّ صًََّ اٌَّ َّخَ صَوِجِ إٌٖجِ ِّ عٍََ ِٓ أُ  وَبَٔذِ ػَ
ُٗ رَذِذَ  ْْ رَِٕىٔذَ ُٓ ثَؼِىَهٕ فَأَثَذِ أَ ًِ ثِ ٍَ دُجًٍَِ فَخَطَجَهَب أَثُى اٌغَٖٕبثِ ٔ٘ ٍَ ػَِٕهَب وَ صَوِجِهَب رُىُفِّ

ِٓ ػَشِشِ ٌََُبيٍ ِٔ َّىُثَذِ لَشَِجّب  ِٓ فَ ُِ ٗٔ دَزًٖ رَؼِزَذٌِّ آخٔشَ اٌْأَجٍََ ْْ رَِٕىٔذُٔ َِب ََصٍُِخُ أَ  ٔٗ  فَمَبيَ وَاٌَّ
ُٖ جَبءَدِ إٌٖ َُ فَمَبيَ أِىٔذٍٔثُ ٗٔ وَعََّ ُٗ ػٍََُِ ٍٖ صًََّ اٌَّ  جِ

 

Artinya: 
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“Dari Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam bahwasanya 

seorang wanita dari Aslam bernama Subai‟ah ditinggal mati oleh suaminya 

dalam keadaan hamil. Lalu Abu Sanabil bin Ba‟kak melamarnya, namun ia 

menolak menikah dengannya. Ada yang berkata, “Demi Allah, dia tidak 

boleh menikah dengannya hingga menjalani masa iddah yang paling 

panjang dari dua masa iddah. Setelah sepuluh malam berlalu, ia 

mendatangi Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam dan Nabi Shallallahu 

„alaihi wa sallam bersabda, “Menikahlah!”.” (HR. Al-Bukhari no. 4906) 

 

Hadist iddah wanita yang melakukan cerai gugat,
33

 

 

ِّ صًََّ اٌ ِٓ ػَفْشَاءَأَٖٔهَب اخِزٍََؼَذِ ػًٍََ ػَهِذٔ إٌٖجِ ُِؼَىِّرٔ ثِ ِٓ اٌشٗثَُِّغِ ثِِٕذٔ  َ٘ب ػَ َِشَ َُ فَأَ ٗٔ وَعََّ ُٗ ػٍََُِ َّ
ْْ رَؼِزَذٖ ثِذَُِعَخٕ ِٔشَدِ أَ َُ أَوِ أُ ٗٔ وَعََّ ُٗ ػٍََُِ ٍٗ صًََّ اٌَّ  إٌٖجِ

 

Artinya: 

“Dari ar-Rubayyi‟ bintu Mu‟awwidz bin „Afra‟ bahwa beliau mengajukan 

gugat cerai di zaman Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam lalu Rasulullah 

Shallallahu „alaihi wa sallam memerintahkannya untuk menunggu 

iddahnya satu kali haidh.” (HR at-Tirmidzi dan dishahihkan al-Albani 

dalm Shahih Sunan at-Tirmidzi no. 945) 

 

Adapun ketentuan iddah di Indonesia diatur dalam Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974  pasal 11 ayat (1) dan (2) yang berbunyi, “(1) Bagi 

seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. 

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur 

dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut”. Sedangkan masa iddah dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam pasal 153 yang 

mengklasifikasikan iddah menjadi 4 jenis,
34

 

a. Putus perkawinan karena ditinggal mati suaminya; 

b. Putus perkawinan karena perceraian; 

c. Putus perkawinan karena khulu‘,  fasakh, dan li‘an; dan 

d. Istri ditalak raj„i kemudian ditinggal mati suaminya pada masa iddah. 

Aturan mengenai iddah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) pasal 170 yang berbunyi, “istri yang ditinggal mati oleh suaminya 

wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda 

turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Suami yang 
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ditinggal mati oleh istrinya, melaksanakan masa berkabung menurut 

kepatutan”.
35

 

3. Macam-macam Iddah 

Ketentuan berapa lama masa iddah harus dijalankan seorang wanita 

dibedakan berdasarkan jenisnya. Banyak hadits Nabi yang menyatakan 

tentang ketentuan iddah. Diantara hadits-hadits tersebut adalah:
36

 

a. Iddah Wanita Hamil 

 

ٍٖ ُّٖٔخَ ُٔفٔغَذِ ثَؼِذَ وَفَبحٔ صَوِجِهَب ثٍََُِبيٍ فَجَبءَدِ إٌٖجِ َّ عُجَُِؼَخَ اٌْأَعٍَِ ٗٔ  أَ ُٗ ػٍََُِ صًََّ اٌَّ
َْ ٌَهَب فََٕىَذَذِ ْْ رَِٕىٔخَ فَأَرٔ ُٗ أَ َُ فَبعِزَأْرََٔزِ  وَعََّ

 

Artinya: 

 “Bahwasanya Subai‟ah Aslamiyah ra melahirkan setelah suaminya 

meninggal dunia beberapa malam, kemudian ia menghadap Rasulullah 

dan minta izin untuk kawin, maka Rasulullah mengizinkannya, 

kemudian ia kawin.” (Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari) 

 

b. Iddah Wanita yang Meminta Cerai (Khulu‟) 

 

ِٓ سَثُِغِ ثِِٕذٔ ِؼىٓر لَبيَ لٍُْذُ ٌَهَب  ِٔذٔ ػَ دَذٖثٍَِٕ ػٔجَبدَحُ ثِٓ اٌىٌُذثٓ ػٔجَبدَحَ ثِٓ اٌصٖب
َٓ دَذٖثٍَِٕ دَ ِٔ َِبرَا ػًٍََ   ُٗ ًْ فَغَأٌَزَ َّب ُٖ جِئْذُ ػُثْ ٍّ ثُ ِٓ صَوِجِ ِٔ ذَثُهَ لَبٌَذٔ اخِزٍََؼَذِ 

ٌّ دَزًٖ تحُعً دَُِعَخَ  َّىُِّٕ ٗٔ فَزَ َْ دَذَثَخُ ػَهِذٕ ثِ اٌْؼٔذٖحٔ فَمَبيِ لاػذٓح ػٍََُِهَ الا اْ رَىَىٖ
ًٖ رٌَٔهَ لَعَبءِ سَعُىيِ  ُِزٖجَغَ فٔ َُ اٌّْغَبٌَُخٔ وبٔذ رَذِذَ  .َ .الِله صلَبيِ وأب  َِشََِ  ًٖ فٔ
ُٗ ِِٕٔ  ثَبثِذُ ثِٓ لُٔظَ ثِٓ شم بػ فَبخِزٍََؼَذِ 

 

Artinya: 

“Menceritakan kepadaku Ubadah Ibnu Walid Ibnu Shamit bertanya 

pada Rubayyi‟ binti Mu‟awidz: “ceritakan kisahmu padaku”. Ia 

berkata: “aku telah meminta cerai dari suamiku”. Kemudian aku 

datang pada Usman dan aku bertanya padanya: “berapa hari masa 

iddahku.” Jawabnya: “tidak ada iddah atasmu, kecuali jika kamu telah 

bergaul dengan suamimu. Maka sekarang tunggulah hingga kamu haid 

sekali. Dalam hal ini aku mengikuti keputusan Rasulullah atas diri 

Maryam Al Maghalibiyah, yang menjadi istri Tsabit Ibnu Qais Ibnu 

Syamas, dan kemudian ia meminta diceraikan suaminya.” 
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c. Iddah Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya 

 

ِٓ صَََِٕتَ ثِِٕذٔ اُ َُ ػَ ٗٔ وَعََّ ّٔؼِذُ سَعُىِيَ الله صًََّ الُله ػٍََُِ َٗ دَجُِِجَخَ عَ َّخَ لَبٌَذِ اُ ِّ عٍََ
ٍَ ألاَّ َُِِّذٕ فَىِقَ ثَلَاثَخٔ أََٖب َِ اٌْبَخٔشِ رَذٔذُّ ػًٍََ  ُٓ ثِبلِله وَاٌَُْىِ ِٔ ِِشَأَحٕ رُؤِ ًُّ ٌٔب  ػًٍََ ََمُىِيُ لَا ََذٔ

 شِشّاصَوِجٍ اَسِثَؼَخَ اَشِهُشٍ وَػَ
 

Artinya: 

“Dari Zainab binti Ummu Salamah dari Ummu Habibah ra. Berkata: 

“Aku mendengar Rasulullah saw bersabda:” tidak dihalalkan bagi 

seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkabung 

atas orang yang mati lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian 

suaminya, maka masa berkabungnya selama empat bulan sepuluh 

hari.” 

 

d. Iddah Wanita yang Belum Digauli 

 

ُِ ََفْشِضِ  ِِشَأَحٕ وٌََ ًِ رَضَوٗجِ أ ِٓ سَجُ ًَ ػَ َٗ عُئٔ َِغِؼُىدٔ أِٔ  ِٓ ِٓ أثِ َّخٕ ػَ ِٓ ػٍَْمَ ِٓ ػّّاُُ٘ ػَ ػَ
 ًُ ِٔثْ َِغِؼُىدٕ ٌَهَب   ِٓ َِبدٔ لَبيِ أثِ ًْ ثِهَب دَزًٖ  ُِ ََذِخُ صَذَاقِ ِٔغَبئٔهَب ٌَب ٌَهَب صَذَالَب وٌََ

ْٔ الاشجؼٍ فَمَبيَ  ًُ ثِٓ عَٕٔب َِؼِمٔ  ََ َُِّشَادُ فَمَب وُوْظْ وٌََب شَطَطٌ وَػٍََُِهَب اٌْؼٔذٖحَ وٌََهَب اٌْ
 ُٓ َِب لَعَُِذُ فَفَشِحَ أثِ  ًُ ِٔثْ ََِٕب  ِِشَأَحَ  ًٖ ثِشَوِعِ ثِِٕذٕ وَاُشِكُ أ لَعًَ فَُٕٔب سَعُىيَ الِله ص َ فٔ

ُٗ َِغِؼُىدُ ًَ الُله ػَِٕ  سَظَٔ
 

Artinya: 

“Dari Ibrahim dari Alqamah berkata: “Ketika Ibnu Mas‟ud ditanya 

tentang seseorang yang menikahi wanita, kemudian ia mati sebelum 

memberikan mas kawin pada istrinya dan juga belum bersenggama 

dengannya. Jawab Ibnu Mas‟ud: Istrinya tetap berhak mendapatkan 

mas kawin, tidak boleh kurang atau lebih, dan atasnya berlaku iddah 

serta ia berhak mendapat warisan”. Maka berdirilah Ma‟qil ibnu Sinan 

Al Asyja‟i dan berkata: “Rasulullah saw telah memutuskan masalah 

Barwa‟ binti Wasyq, sebagaimana yang putuskan. Ia adalah seorang 

wanita kaum kami.” Karena itu Ibnu Mas‟ud menjadi senang.” 

 

Ketentuan iddah juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

pasal 153 ayat 2-6 yang berbunyi:
37

 

Ayat 2: Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: 
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a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla 

dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. 

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi 

yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-

kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid 

ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. 

c. Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedang janda tersebut 

dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 

d. Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut 

dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 

Ayat 3: Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena 

perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla 

dukhul. 

Ayat 4: Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang 

waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang 

putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian 

suami. 

Ayat 5: Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu 

menjalani iddah tidak karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu 

suci. 

Ayat 6: Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, 

maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun 

tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci. 

4. Hak dan Kewajiban Istri dalam Masa Iddah 

Beberapa hal yang berkaitan dengan wanita dalam kondisi 

menjalankan masa iddah:
38

 

a. Pengharaman untuk melakukan atau menerima lamaran dari orang 

lain. 

b. Pengharaman untuk melangsungkan perkawinan. 
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c. Pengharaman keluar dari rumah tempat ia tinggal dan menjalankan 

masa iddahnya. 

d. Tinggal di rumah perkawinan dan mendapatkan nafkah dari suami 

selama masa iddah. 

e. Al-hidaad (belasungkawa/masa berkabung) yaitu kondisi dimana 

wanita dilarang untuk berdandan dan berkabung lebih dari 3 (tiga) 

hari. 

f. Tetapnya nasab anak yang dilahirkan saat masa iddah berlangsung. 

g. Tepatnya hak warisan dalam masa iddah. 

5. Hikmah Disyariatkan Iddah 

Tidaklah Allah SWT. menetapkan suatu aturan tanpa membawa 

kemaslahatan bagi hamba-Nya. Ketetetapan tersebut termasuk pada 

ketentuan disyariatkannya iddah. Syariat iddah sudah muncul di masa 

Jahiliyah dan berjalan hingga sekarang karena membawa kebaikan serta 

kaidah-kaidah positif di dalam ajaran iddah.
39

 Diantara hikmah 

ditetapkannya iddah yaitu: 

a. Untuk mengetahui kebersihan rahim seorang wanita sehingga tidak 

tercampur antara keturunan seseorang dengan yang lain. 

b. Sebagai bentuk ta’abbud yaitu semata-mata untuk menjalankan 

perintah dari Allah SWT. 

c. Sebagai bentuk belasungkawa dan lambang setia seorang wanita yang 

ditinggal oleh suaminya, serta untuk menghormati perasaan dari 

keluarganya. 

d. Memberikan waktu kepada suami untuk berintropeksi diri serta 

kembali membangun bahtera rumahtangga seperti semula. 

e. Menjunjung tinggi kesakralan sebuah ikatan perkawinan. 

 

D. Syibhul Iddah 

Syibhul iddah berasal dari 2 (dua) kata bahasa Arab, syibhu dan iddah. Asy 

syibhu memiliki arti serupa, sama yang berasal dari kata alsyibh jamak dari 

kata asybah. Iddah dalam hal ini berarti masa tunggu yang dijalankan pihak 
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laki-laki setelah bercerai. Secara sederhana, dapat disimpulkan pengertian 

syibhul iddah adalah sesuatu yang menyerupai atau sama dengan iddah. 

Syibhul iddah merupakan suatu kondisi seorang mantan suami yang baru 

bercerai untuk menjalankan masa tunggu yang sama seperti istrinya sebelum 

melakukan perkawinan baru.
40

 Laki-laki yang dimaksud dalam tulisan ini 

adalah laki-laki beragama Islam yang berkaitan dengan ketentuan dengan 

regulasi mengenai iddah. 

Kemunculan fenomena iddah bagi laki-laki berangkat dari banyaknya 

mispersepsi masyarakat yang menganggap peraturan pemberlakuan iddah 

hanya untuk perempuan merupakan bias gender atau memberatkan salah satu 

pihak saja. Dari beberapa hikmah pemberlakuan iddah terhadap perempuan, 

selain dari mengetahui bersih atau tidaknya rahim, hikmah iddah kedua, 

ketiga dan keempat lebih bersifat gender. Maksudnya hikmah tersebut tidak 

hanya ditujukan bagi perempuan, namun laki-laki juga seharusnya merasakan 

hikmah tersebut. Oleh karena itu, demi  mencapai ketiga tujuan hikmah  

iddah tersebut memang dibutuhkan kedua belah pihak baik suami maupun 

istri yang bercerai. 

Masa tunggu bagi laki-laki tidak diterapkan pada seluruh kondisi 

perceraian. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya berjudul Fiqh Islam Wa 

Adillatuhu menjelaskan kapan seorang laki-laki harus menjalankan masa 

tunggu sebelum melakukan perkawinan yang baru,
41

 

 

ُّؼًَٕٖ اٌْ ًِ ػٔذٖحً ثِبٌْ ًِ ػٔذٖحً ؟ ٌَُِظَ ػًٍََ اٌشٖجُ ًْ ػًٍََ اٌشٖجُ ُٗ ثَؼِذَ اٌْفَشِقِ ح َ٘ ِّ، فََُجُىصُ ٌَ بٔصِطٍَٔبدٔ
ُٗ اٌْجَ ٌَ ُّ ِٓ ٌَب ََذُ َّ ٍٗ، وبٌزض وَجٖ ثِ َِبِٔغُ شَشِػٔ ُِ َُىجَذُ  َِبٌَ َّ ََزَضَوٖجُ ثِضَوِجَخٔ أُخِشَي،  ِّغُ ُِجَبشٔشَحً أَ

ََ وَبٌْْأُخِ َّذَبسِ َٓ لَشَِجَبرٔهَب اٌْ ٗٔ اٌْأوًٌَِ وَثَُِ َٓ صَوِجَزٔ ّٖخَ، وَاٌْخَبٌَخَ، وَثِِٕذَ اٌْأَرِ، وَثِِٕذَ ثَُِ ذٔ، وَاٌْؼَ
ِٓ صَوَاجِ فَبعٔذٔ أَوِ ػَمْذْ ِٔ َّشِأَحٔ اٌشٖاثِؼَخٔ اٌَّزٍٔ  .اٌْأُخِذٔ وٌََىِ  ِٔغَخٕ فٍٔ أَثَْٕبءِ ػٔذٖحٔ اٌْ ِِشَأَحَ خَب وَرَضَوٖجَ أ

ُّ ِّ ػٔذٖرٔهَب، ؤَِىَبحَ اٌْ ًِ فٍٔ شٔجِهَخٕفَبسِلٔهَب دَزًٖ رََٕمُّعٔ ًَ اٌزٖذٍُِٔ  طٍَْمَخٔ ثٍََبثًب لَجِ
 

Artinya: 

“Apakah Laki-laki memiliki „iddah? bagi Laki-laki tidak ada „iddah dalam 

arti istilah, maka setelah berpisah (dengan isterinya) boleh langsung menikah 
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dengan perempuan lain, selagi tidak ditemukan larangan yang bersifat syar‟i, 

seperti menikahi perempuan yang tidak halal untuk dicampuri ketika masih 

mempunyai hubungan dengan istri yang pertama, dan kerabat yang masih 

menjadi mahram, seperti saudara perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu, 

anak perempuan dari saudara Laki-laki, anak perempuan dari saudara 

perempuan, walaupun melalui pernikahan yang fasad ataupun akad nikah 

yang subhat. Menikahi perempuan yang kelima pada masa pertengahan masa 

„iddah istri yang keempat, sampai berakhirnya masa „iddah istri keempat yang 

ditalak selesai. Menikahi perempuan yang telah ditalak tiga sebelum 

melakukan nikah tahlil.” 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan 

pendapatnya bahwa seorang laki-laki tidak memiliki iddah secara istilah. 

Laki-laki tersebut dapat melakukan perkawinan yang baru dalam masa iddah 

istri selama tidak terdapat penghalang syariat seperti menikahi perempuan 

yang tidak boleh dikumpul selama masih memiliki hubungan akibat 

perkawinan dengan istri lama semisal bibi, saudara perempuan kandung dan 

lain-lain. Dapat ditarik kesimpulan, seorang laki-laki memiliki iddah hanya 

secara tersirat, tidak secara zahir dan dalam kondisi tertentu saja. 

 

E. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan Mantan Suami dalam 

Masa Iddah Istri 

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

tentang Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri merupakan hasil 

dari pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Pembahasan mengenai hal ini terhitung pada tanggal 30 September 2021 yang 

muncul karena disebabkan bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan 

Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 

1979 tentang Masalah Poligami dalam Iddah tidak berjalan efektif sehingga 

perlu dilakukan peninjauan kembali.
42
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Pembahasan mengenai peninjaun kembali surat edaran sebelumnya 

didasarkan pada maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan dibentuknya 

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

sebagai berikut: 

1. Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan 

nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan 

perempuan lain dalam masa iddah istrinya. 

2. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan 

prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi 

perempuan lain dalam masa iddah istrinya. 

Ketentuan inti yang terdapat dalam Surat Edaran ini yaitu, 

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus 

duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang 

bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan aktai cerai 

dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan inkrah; 

2. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan 

bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang 

untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena 

perceraian; 

3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan penikahan dengan perempuan 

lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya; 

4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa 

iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas 

istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami 

terselubung; 

5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa 

iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah 

mendapat izin poligami dari pengadilan.
43
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F. Kedudukan Surat Edaran dalam Tata Urutan Perundang-undangan 

di Indonesia 

Secara umum fungsi aturan perundang-undangan di Indonesia terbagi 

menjadi 2 (dua) yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal 

dalam aturan perundang-undangan merupakan fungsi dari penciptaan hukum, 

pembaharuan hukum, integrasi pluralisme hukum serta kepastian hukum. 

Fungsi eksternal dalam aturan perundang-undangan yaitu terdiri dari fungsi 

perubahan, stabilitas dan kemudahan hukum.
44

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang termuat dalam pasal 7 ayat 1 menyatakan 

bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan  di Indonesia terdiri 

dari beberapa tingkatan sebagai berikut:
45

 

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat (TAP MPR) 

3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

(Perpu) 

4. Peraturan Pemerintah (PP) 

5. Peraturan Presiden (Perpres) 

6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota) 

Sistem sendiri merupakan suatu organisasi yang terbentuk dari berbagai 

unsur atau komponen pendukung yang saling berhubungan antara yang satu 

dengan yang lainnya. Sistem hukum merupakan aturan yang bersifat 

mengatur, menyuguhkan, menunjang, serta meningkatkan cara mewujudkan 

tujuan dalam bernegara. Komponen penting dari sebuah sistem hukum terdiri 

dari 3 (tiga) hal yaitu struktur hukum (structure), substansi hukum (substance) 

dan budaya (culture).
46

 

Berdasarkan ketentuan tersebut peraturan yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya. Dalam rangka 

                                                           
44

 Cholida Hanum, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum 

Indonesia,” Hanumi (Hukum dan Masyarakat Madani) 10, no. 2 (2020): 142. 
45

 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, pasal 7. 
46

 Wahidudin Adams, Penguatan Integrasi Perda dalam Kesatuan Sistem Hukum 

Nasional (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010), 23. 



 

44 
 

menjalankan kewajiban tugas pemerintahan, banyak kebijakan yang berupa 

peraturan, petunjuk, pedoman instruksi, pengumuman serta surat edaran yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. Fokus pembahasan pada penelitian ini hanya 

pada surat edaran. 

Sebagai sebuah hukum tertulis aturan perundang-undangan memiliki 

jangkauan yang hanya terbatas pada unsur sosial, politik, ekonomi, budaya, 

pertahanan dan keamanan negara. Hal tersebut tidak sebanding dengan 

perubahan masyarakat yang semakin cepat. Untuk mengatasi hal tersebut 

maka diberikanlah kebebasan kepada pejabat administrasi negara untuk 

bertindak berdasarkan inisiatif sendiri untuk merumuskan aturan sebagai 

penyelesaian masalah yang membutuhkan penanganan secara cepat. Kondisi 

tersebut hanya dapat berlaku ketika belum dibentuknya aturan hukum 

permasalahan tersebut oleh lembaga legislatif.  

Aturan hukum tersebut yang dikenal sebagai surat edaran yang 

digolongkan kedalam produk naskah dinas yang memuat pemberitahuan 

tentang hal yang dianggap penting dan mendesak. Sotyaningrum 

mendefinisikan surat edaran sebagai surat dengan alamat tujuan bersifat 

kolektif yang beredar diantara tangan satu dengan lainnya dengan cara satu 

dikirim kepada semua yang dituju.
47

 Untuk menyatakan sebuah aturan 

merupakan peraturan perundang-undangan maka harus ditelusuri dan diuji 

sumber kewenangannya. Peraturan yang tidak didasarkan pada kewenangan 

pembuatan perundang-undangan tidak ditempatkan pada tata urutan 

perundang-undangan yang mengikat umum, namun ditempatkan pada 

wewenang pemerintahan organanisasi administrasi negara serta terkait dengan 

pelaksanaan pemerintahan.
48

 Dapat disimpulkan bahwa surat edaran bukan 

bagian dari salah satu peraturan perundang-undangan melainkan suatu 

kebijakan sendiri yang dibentuk pejabat administrasi negara akibat 

kekosongan hukum terhadap permasalahan yang dianggap mendesak. 

Tujuan dari dekeluarkannya surat edaran untuk mencegah terjadinya celah 

hukum. Undang-undang MA pada pasal 79 menyatakan bahwa Mahkamah 
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Agung diberikan kewenangan untuk menerbitkan peraturan lain demi 

kelancaran penyelengaraan praktik peradilan. Landasan diberlakukanya Surat 

Edaran MA terdapat pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1950 tentang 

susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan mahkamah Agung Indonesia pasal 

12 ayat (3) yang berbunyi, “tingkah laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-

pengadilan tersebut dan para Hakim di pengadilan itu diawasi dengan cermat 

oleh Mahkamah Agung. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu 

Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan 

petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-

pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun 

surat edaran”.
49

 Surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung 

memiliki legalitas yang sah, karena dibuat berdasarkan ketentuan undang-

undang serta bersifat mengikat bagi hakim dan pengadilan. 

G. Maslahah Mursalah 

1. Definisi Maslahah Mursalah 

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan maslahah mursalah sebagai 

segala sesuatu yang mendatangkan atau memberi kemaslahatan namun di 

dalamnya tidak memiliki ketegasan atau doktrin hukum yang digunakan 

untuk menyatakannya serta tidak terdapat dalil atau nash yang 

memperkuat atau menolaknya.
50

 Substansi maslahah mursalah yaitu 

sesuatu yang membawa kebermanfaatan dan kebaikan pada kehidupan 

manusia menurut akal sehat manusia.
51

 Beberapa definisi mengenai 

maslahah mursalah dengan rumusan yang berbeda-beda dapat 

disimpulkan bahwa maslahah mursalah merupakan sesuatu yang 

dipandang dengan baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan 

serta menghindari keburukan (kerusakan) bagi umat manusia yang  sejalan 

dengan ketentuan syara’ dalam menetapkan suatu hukum. 

Maslahah mursalah terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu maslahah dan 

mursalah. Maslahah menurut bahasa berasal dari kata Bahasa Arab 
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salahu, yasluhu, salahan, صالحا , يصلح , صلح  yang artinya sesuatu yang 

baik, patut dan bermanfaat. Secara etimologis maslahah memiliki makna 

sebagai faedah, bagus, baik, kebaikan, dan guna atau kegunaan.
52

 Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maslahah atau maslahat 

merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan) bagi 

manusia. Dari berbagai pengertian tersebut maslahat dapat diartikan 

sebagai segala sesuatu yang didalamnya mengandung manfaat, baik untuk 

mendapatkan kebermanfaatan, kelezatan atau menolak keburukan 

(kemudharatan). 

Maslahah menurut ulama fiqh antara lain sebagai berikut: 

1. Imam Al-Ghazali (W. 505 H) berteori bahwa definisi maslahah yaitu 

memelihara tujuan-tujuan syariat atau disebut maqashid syariah yang 

meliputi 5 (lima) pokok, antara lain: 1) melindungi agama (hifzh al 

diin); 2) melindungi jiwa (hifzh al nafs); 3) melindungi akal (hifzh al 

aql); 4) melindungi keturunan (hifzh al nasl); dan 5) melindungi harta 

(hifzh al mal).
53

 Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa suatu hal yang 

berkaitan dengan kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan hukum 

Islam (syara‟) walaupun tidak sesuai dengan tujuan manusia. Hal 

tersebut disebabkan kemaslahatan yang diinginkan manusia seringkali 

tidak sesuai dengan hukum Islam (syara‟) melainkan hanya mengikuti 

keinginan hawa nafsu. 

2. Al-Khawarizmi (W. 997 H) mendefinisikan maslahah sebagai 

memelihara tujuan syara‟ (hukum Islam) dalam menetapkan suatu 

hukum dengan cara menolak bencana, kerusakan atau hal-hal yang 

merugikan dari manusia. 

3. Al-Thufi (W. 716 H) menjelaskan maslahah menurut urf‟ yaitu sebab-

sebab yang membawa kepada manfaat (maslahat). Hukum Islam 

memandang maslahah sebagai sebab yang mendatangkan akibat demi 

tercapainya tujuan syariat. 
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Dari beberapa definisi mengenai maslahah diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa maslahah merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh 

akal sehat serta mendatangkan manfaat untuk menghindarkan 

kemudharatan (keburukan) bagi manusia berdasarkan kepada tujuan 

syariat ketika menetapkan suatu hukum. 

Mursalah secara etimologis (bahasa) memiliki kesamaan arti dengan 

kata mutlaqah yang berarti “terlepas” atau “bebas”. Maksudnya maslahah 

tidak terdapat dalil yang membenarkan atau membatalkannya. 

Gabungan kata maslahah mursalah memiliki makna sebagai prinsip 

kebaikan (kemaslahatan) yang digunkan dalam menentukan suatu hukum 

Islam. Imam al-Ghazali menjelaskan maslahah mursalah dalam kitabnya 

al-Mustasyfa sebagai hal-hal yang tidak terdapat bukti dari ketentuan nash 

yang terdapat dalam syara’ yang membatalkan dan tidak pula 

memperhatikannya. Sedangkan Abdul Wahab Khallaf merumuskan 

maslahah mursalah sebagai maslahat yang tidak memiliki dalil syara’ 

yang mengakui atau menolaknya.
54

 Maslahah mursalah menurut Abu 

Zahra merupakan segala bentuk kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan 

syara’ dalam merumuskan hukum Islam serta tidak terdapat dalil khusus 

yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya hukum tersebut.
55

 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa maslahah mursalah merupakan sesuatu yang baik menurut akal 

yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan 

bagi manusia dalam menetapkan hukum sejalan dengan tujuan syara’ 

dimana tidak ada petunjuk tentang diakui atau ditolak. 

2. Landasan Hukum Maslahah Mursalah 

Landasan pengambilan maslahah mursalah sebagai aturan hukum 

dilihat dari beberapa ayat Al-Qur‟an maupun Al-Hadits. 

1) QS. Al-Baqarah (2): 220 
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 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), 386. 
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 Abu Zahrah, Ushul Fiqih, 424. 
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ًّٰۚ  وَََغِـ ۚ  فًٔ اٌذَُِٗٔب وَاٌْبٰخٔشَحٔ  ِٓ اٌَُْزٰ ُِ خَُِشْ  ۚ  ٌَُىَِٔهَ ػَ ًْ أصٍَِبحْ ٌَّهُ ْْ  ۚ  لُ وَأ
 ُِ ُِ فَبٔخِىَأُىُ ُ٘ ُّصٍِٔخِ  ۚ  رُخَبٌٔطُىِ َٓ اٌْ ِٔ ُّفْغِذَ  ُُ اٌْ ُٗ ََؼٍَِ ُِ  ۚ  وَاٌٍٰ  ُٗ ٌَبَػَِٕزَىُ وٌََىِ شَبۤءَ اٌٍٰ 

ُْ َٗ ػَضَِِضْ دَىُِٔ َّْ اٌٍٰ    ٢٢٠ أ

 
Artinya: 

“Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi 

Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki 

keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka 

adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat 

kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, 

niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al-Baqarah/2:220) 

 

2) QS. Yunus (10): 57 

 

َّب فًٔ اٌصٗذُوِسِۚ  ٌٰ ُِ وَشٔفَبۤءٌ ٌِّ ِٓ سٖثِّىُ ِّ ِٖىِػٔظَخٌ   ُِ ُ٘ذّي  ۚ  اََٗهَب إٌٖبطُ لَذِ جَبۤءَرِىُ وَ
َٓ ُِِِٕٔ ُّؤِ ٍْ َّخٌ ٌِّ   ٥٧ وٖسَدِ

 

Artinya: 

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-

Qur‟an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang 

terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang 

mukmin.” (Yunus/10:57) 

 

3) QS. Yunus (10): 58 

 

َّزٔٗ ٗٔ وَثِشَدِ ًِ اٌٍٰ  ًْ ثِفَعِ ٍَُْفْشَدُىِا ۚ  لُ َْ ۚ  فَجِزٌٰٔهَ فَ َّؼُىِ ّٖب ََجِ ِّ   ٥٨ ُ٘ىَ خَُِشْ 

 

Artinya: 

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-

Nya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa 

yang mereka kumpulkan.” (Yunus/10:58) 

 

Sedangkan dalil sunnah yang digunakan dalam istinbath maslahah 

mursalah sebagaimana yang tertuang dalam hadits Ibn Majjah yang 

diriwayatkan oleh Rasulullah saw. 
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ِّ, دَذٖثََٕب ػَجِذَاٌشَصٖاقْ.أت ّٖذُ ثِٓ َُذَ ُِذَ َِخً  ٲدَذٖثََٕب  ًٖ ػَِٕؼَىْشَ ِٓ جَبثِشِ اٌْجُؼِفٔ ّٖشْ ػَ ُِؼَ ٔب 
ُْ:اٌعٖشَسُوَاٌعٖشٖا س ٗٔ وَ عَُّ ِٓ ػَجٖبطِ لَبيٍ: لَبيَ سَعُىيُ الِله صًََّ الُله ػٍََُِ ِٓ أثِ  ػَ

 

Artinya: 

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq 

bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: 

Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada 

dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain.”(HR. Ibn 

Majjah) 

 

3. Syarat Maslahah Mursalah sebagai Dasar Hukum 

Menjadikan maslahah mursalah sebagai dasar dalam penentuan suatu 

hukum tentu harus dilakukan secara hati-hati. Hal tersebut bertujuan agar 

penentuan hukum tidak berdasarkan pada hawa nafsu dan kesenangan 

salah satu pihak sehingga merusak kesucian hukum itu sendiri. Syarat 

maslahah mursalah sebagai acuan dalam pembentukan hukum, yaitu:
 56

 

a. Ia merupakan kemaslahatan yang bersifat hakiki dan bukan atas dasar 

dugaan saja. Hal tersebut untuk membuktikan bahwa pembentukan 

hukum dalam suatu kasus mendatangkan kebermanfaatan dan menolak 

bahaya. 

b. Ia merupakan kemaslahatan yang bersifat umum dan bukan 

kemaslahatan yang bersifat pribadi (kepentingan individu). Hukum 

tidak boleh disyariatkan hanya untuk mewujudkan kemaslahatan 

khusus bagi kelompok penguasa serta mengalihkan pandangan dari 

kemaslahatan mayoritas umat. 

c. Pembentukan hukum dengan didasari kemaslahatan ini tidak 

bertentangan dengan hukum atau prinsip dalam nash atau ijma‟. 

 

4. Macam-macam Maslahah Mursalah 

Maslahah sendiri memiliki beberapa jenis yang terbagi dalam 

beberapa segi yaitu:
57 
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 Musda Asmara, “Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maslahah 

Mursalah,” Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam 3, no. 2 (2018): 220. 
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 Imam Al-Ghazali, Al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fikih, I (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2022), 179. 
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a. Maslahah dari segi eksistensi 

1) Al-muslahah Al-Mu’tabarah (المعتبرةَ المصلحت) yaitu jenis 

kemaslahatan yang ketentuannya terdapat dalam nash yang secara 

jelas (zahir) mengakui keasliannya. Hal ini berkaitan dengan 

maslahat yang diakui dalam hukum Islam (syariat) yaitu 

terdapatnya ayat atau dalil dalam nash secara zahir seperti 

memelihara agama , jiwa, keturunan dan harta benda (maqashid 

syariah). 

2) Al-muslahah Al-Mulghat ( المصلحتالملغاةَ  ) yaitu jenis  kemaslahatan 

yang ketentuannya bertentangan dengan hukum Islam (syariat) 

atau hanya dianggap baik oleh akal manusia sendiri.Contohnya 

adanya larangan terhadap khamr yang tidak dianggap sebagai 

maslahat  karena adanya mudharat yang lebih besar dibanding 

manfaatnya. 

3) Al-Maslahah Al-Mursalah (ةَ المصلحت) yaitu jenis kemaslahatan 

yang keberadaannya sendiri tidak didukung oleh hukum Islam 

(syara‟)  dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara‟ secara 

rinci. Maslahah mursalah terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: (a) 

Pertama, maslahat yang secara umum sejalan dan sesuai dengan 

ketentuan yang terdapat dalam syariat.. Maslahat ini berkaitan 

dengan tujuan yang disebutkan oleh syariat yaitu terwujudnya 

syariat yang bersifat daruri (pokok), (b) Kedua, maslahat yang 

memiliki sifat samar-samar dan membutuhkan kejelian serta 

kesungguhan dari para mujtahid untuk dapat merealisasikannya 

dalam kehidupan masyarakat. 

b. Maslahah  dari segi tingkatan 

1) Al-Maslahah Al-Daruriyyah (الضروريتَ المصلحت) yaitu jenis maslahat 

dimana perkara-perkara yang menjadi pondasi kehidupan manusia 

yang apabila ditinggalkan maka dapat menimbulkan kerusakan 

yang besar. Tujuan dari maslahat ini yaitu menjaga maqashid 

syariah. 
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2) Al-Maslahah Al-Hajiyyah (الحاجيتَ المصلحت) yaitu jenis maslahat yang 

bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang 

dihadapi manusia. Jenis maslahat ini memiliki tingkatan yang lebih 

rendah dari jenis al-daruriyyah. 

3) Al-Maslahah Al-Tahsiniyyah (التحسينيتَ المصلحت) yaitu jenis maslahat 

yang digunakan sebagai pelengkap maslahat sebelumnya. Apabila 

maslahat ini tidak diwujudkan dalam kehidupan maka tidak akan 

menimbulkan kesulitan atau kehancuran. 

c. Maslahah dari segi cakupan 

1) Maslahah ‘Ammah yaitu jenis maslahat yang mencakup kehidupan 

semua orang. Contohnya dalam hal menjaga agama seperti 

dijatuhkan hukuman pidana tertentu bagi pembunuh. 

2) Maslahah Al-Khashah yaitu jenis maslahat yang mencakup 

kehidupan pribadi. Contohnya seperti pemutusan hubungan 

perkawinan dari seseorang yang dinyatakan hilang. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN 

 

A. Demografi Wilayah 

1. Kondisi Geografi Wilayah Kecamatan Merigi Kabupaten 

Kepahiang 

Merigi (Bahasa Rejang: Migai, Migei) merupakan satu kecamatan 

yang berada di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Indonesia. 

Merigi (kecamatan) diresmikan pada tahun 2005 dengan dasar 

pembentukannya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 

Tahun 2005. Sebagian kecil wilayahnya berasal dari bekas wilayah Marga 

Merigi yang saat ini terbagi dalam Kecamatan Ujan Mas, Kabawetan, 

Kepahiang, Bermani Ilir dan Seberang Musi. 

Kecamatan Merigi berada pada ketinggian kurang lebih 500 mdpl 

dengan iklim tropis relatif sejuk. Wilayah Kecamatan Merigi dilalui oleh 

sungai Musi yang berhulu di Bukit Kelam, Kabupaten Rejang Lebong 

serta desa yang umumnya berada pada daerah lembah. Kecamatan ini 

terletak ± 24 Km dari ibu kota kabupaten dan merupakan daerah yang 

strategis sebagai lahan pertanian. 

Luas wilayah Kecamatan Merigi adalah 6.651 ha. Yang secara 

geografis terletak pada: 01º 2’ 00” – 02º 32’ 00” LU dan 117º 10’ 00” – 

117º 50’ 00” BT. Kecamatan Merigi memiliki batas-batas geografi sebagai 

berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Curup Selatan, 

Kabupaten Rejang Lebong. 

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Selupu Rejang, 

Kabupaten Rejang Lebong. 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten 

Kepahiang. 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten 

Rejang Lebong. 
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2. Administrasi Wilayah Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang 

Kecamatan Merigi terdiri dari 1 (satu) kelurahan serta 7 (tujuh) desa. 

Satu-satunya wilayah yang berstatus kelurahan yaitu Kelurahan Durian 

Depun atau dikenal juga dengan sebutan Bakmoi. Wilayah yang berstatus 

desa diantaranya Batu Ampar alias Batam, Bukit Barisan, Lubuk 

Penyamun, Pulo Geto, Pulo Geto Baru, Simpang Kota Bingin, dan Taba 

Mulan. 

Ibu kota wilayah Kecamatan Merigi terletak di Kelurahan Durian 

Depun. Luas wilayah yang relatif kecil serta jarak antardesa yang 

berdekatan menimbulkan kemudahan akses bagi masyarakat. Setiap desa 

dipimpin oleh seorang kepala desa (kades) yang dipilih secara sah dan 

demokratis oleh masyarakat setiap 5 (lima) tahun sekali. Jarak antara 

Kecamatan Merigi dengan ibu kota kabupaten tergolong jauh karena 

wilayah Kecamatan Merigi merupakan wilayah yang berada dekat dengan 

perbatasan anatara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong. 

3. Kondisi Demografi Wilayah Kecamatan Merigi Kabupaten 

Kepahiang 

Kecamatan Merigi terhitung pada 2020 memiliki jumlah penduduk 

sebanyak 11.942 jiwa. Data tersebut dengan rincian 6.112 jiwa penduduk 

laki-laki dan 5.830 jiwa penduduk perempuan serta angka rasio jenis 

kelamin sebesar 105. Jumlah penduduk tersebut memiliki kenaikan 

sebesar 1,98% dalam kurun waktu satu dekade. Penduduk wilayah 

Kecamatan Merigi membentuk 7,98% dari jumlah seluruh penduduk di 

Kabupaten Kepahiang. Angka kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan 

Merigi terbilang tinggi dengan 405 jiwa/km
2
 pada tahun 2010 dan 494 

jiwa/km
2
 pada tahun 2020.

1
 

Sebagian besar penduduk Kecamatan Merigi adalah warga pribumi 

atau disebut Suku Rejang dan sebagian lainnya merupakan warga 

pendatang yang meliputi Suku Selatan, Srawai, Jawa, Padang, Palembang, 

Medan dan Sunda. 

                                                           
1
 BPS Kabupaten Kepahiang, Kecamatan Merigi dalam Angka 2021 (Kepahiang: BPS 

Kabupaten Kepahiang, 2021), 21. 
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4. Sosial, Budaya dan Agama Masyarakat Kecamatan Merigi 

Masyarakat Kecamatan Merigi terdiri atas berbagai etnis dan suku 

yang telah mengalami proses asimilasi. Mayoritas penduduknya beragama 

Islam. Dengan antusiasme masyarakat Kecamatan Merigi terhadap 

kegiatan keagamaan dan peribadatan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya masjid, musholla, dan majlis ta'lim yang terdapat hampir 

diseluruh desa di Kecamatan Merigi. Kegiatan yang dilaksanakan antara 

lain adalah pengajian rutin, PHBI, kegiatan ramadhan, TKQ/TPQ, didikan 

subuh serta kegiatan keagamaan lainnya. 

Gambaran umum kegiatan keagamaan di wilayah Kecamatan Merigi 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Tempat Peribadatan di Kecamatan Merigi 

No Nama Desa 
Islam Non-Islam 

Masjid Musholla Gereja Vihara Pura 

1 Kelurahan Durian Depun 8 5 0 0 0 

2 Taba Mulan 2 2 0 0 0 

3 Bukit Barisan 1 1 0 0 0 

4 Simpang Kota Bingin 1 2 0 0 0 

5 Pulo Geto 1 1 0 0 0 

6 Pulo Geto Baru 1 1 0 0 0 

7 Lubuk Penyamun 2 1 0 0 0 

8 Batu Ampar 1 1 0 0 0 

JUMLAH 17 14 0 0 0 

 

B. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi 

1. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi 

Dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat karena 

luasnya wilayah kerja KUA Kecamatan Ujan Mas yang meliputi wilayah 

Kecamatan Merigi, maka atas usulan masyarakat desa dan camat 

Kecamatan Merigi terhitung pada tanggal 2 Februari 2008 berdirilah Balai 

Nikah Perwakilan Kecamatan Ujan Mas di wilayah Merigi dengan surat 

keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepahiang 
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Nomor: Kd.07.08/2/BA.00/74/2008 dengan tugas yang diberikan kepada 

kepala kantor perwakilan balai nikah tersebut yaitu untuk melaksanakan 

pengawasan pencatatan pernikahan dan mengurusi hal-hal keagamaan bagi 

masyarakat Kecamatan Merigi. 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi itu sendiri baru terdefinitif 

pada tanggal 25 Januari 2017 sesuai dengan KMA No. KW.16.1/I-

b/56/2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas dan 

Keputusan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pembentukan 

Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Bengkulu tanggal 8 Oktober 

2009. 

Tugas dan fungsi kantor urusan agama kecamatan sangat strategis, 

karena langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti 

pencatatan perkawinan, keluarga sakinah, penyelenggaraan hari-hari besar 

keagamaan dan pembinaan hubungan baik dengan para pemuka agama. 

Dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi akibat reformasi 

otonomi daerah dan globalisasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan 

mengemban tugas yang lebih berat. 

Era reformasi dan otonomi daerah yang telah bergulir membawa 

berbagai perubahan secara cepat serta menimbulkan berbagai dampak 

positif maupun negatif bagi masyarakat baik dalam bidang sosial, politik 

dan keagamaan. Kantor urusan agama kecamatan sebagai garda terdepan 

kantor kementerian agama pusat perlu dipersiapkan untuk melihat secara 

benar perubahan-perubahan tersebut sekaligus mengantisipasi timbulnya 

dampak negatif dalam kehidupan beragama. Kepala kantor urusan agama 

kecamatan harus mampu menggerakkan serta mengenalkan seluruh 

sumber daya dan menjalin kerjasama dengan seluruh Instansi terkait, 

sehingga diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi kantor urusan agama 

kecamatan itu sendiri yang merupakan jawaban dari visi dan misi yang 

diadopsi baik dari kementerian agama pusat, kanwil kementerian agama 

provinsi dan kementerian agama kabupaten/kota. 

Kepala kantor urusan agama harus responsif terhadap berbagai 

permasalahan pada masyarakat kecamatan. Beberapa prinsip yang harus 
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dipegang teguh dan diimplementasikan oleh seorang leader/pemimpin 

sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 

2000, sebagai berikut: 

a. Proposionalitas. 

b. Akuntabilitas. 

c. Transparansi. 

d. Pelayanan Prima. 

e. Demokrasi. 

f. Efisiensi. 

g. Efektifitas. 

h. Supremasi hukum yang dapat diterima seluruh maysarakat. 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi berusaha menjadi (Good 

Governmance) dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa 

sebagai landasan tugas dalam melaksanakan program berikutnya. 

Berdasarkan kebijakan menteri agama dan perundang-undangan yang 

berlaku (KMA 373 Tahun 2002) uraian tugas dan fungsi yang harus 

dijalankan sebagai berikut : 

a. Tugas pokok kantor urusan agama yaitu melaksanakan sebagian 

tugas kantor kementerian agama kabupaten/kota dalam bidang 

urusan agama di kecamatan. 

b. Fungsi kantor urusan agama adalah untuk memberikan pelayanan 

yang mudah, tepat dan cepat terhadap masyarakat dibidang 

keagamaan. 

2. Visi, Misi dan Motto Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Merigi 

a. Visi 

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Merigi yang taat beragama, 

rukun, cerdas, mandiri, sejahtera lahir dan batin. 

b. Misi 

1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. 

2) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. 
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3) Meningkatkan kualitas RA, madrasah, pendidikan agama dan 

keagamaan. 

4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. 

5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa. 

c. Motto 

1) Budayakan senyum, salam, sapa, santun. 

2) Ikhlas menyelenggarakan pelayanan dengan tulus hati 

3) Akuntabel bermakna pelayanan dapat dipertanggungjawabkan. 

4) Prima berupa menyelenggarakan pelayanan yang sebaik-

baiknya. 

3. Sarana dan Prasarana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Merigi 

Program pembinaan sarana dan prasarana ini berfungsi untuk 

membantu kegiatan pernikahan dalam bidang sarana dan prasarana seperti 

pemeliharaan, pemanfaatan serta pengadaan yang bersifat rutinitas 

ditujukan untuk kebutuhan kegiatan pernikahan seperti buku nikah, kertas 

dan lain sebagainya. 

Sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Merigi sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Merigi 

No  Kode Barang Nama Barang 
Jumlah 

Barang 
Satuan Keterangan 

1 31040104004 Lemari Stainless 2 Buah 2021 

2 3050201002 Meja Biro 1 Buah 2021 

3 3050201003 
Kursi Setengah 

Biro 
8 Buah 2021 

4 3050201001 Kursi Biro 1 Buah 2021 

5 3050105007 
Operator CCTV 

& TV 
1 Set 2021 

6 3050201004 Set Sofa 1 Set 2021 

7 3050204004 AC 2 Buah 2021 
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8 30501004005 Loker Stainless 1 Buah 2011 

9 3050201002 
Meja Setengah 

Biro 
5 Buah 2021 

10 3050201014 PTSP/Meja L 1 Buah 2021 

11 3.07.01.04.108 Kursi Putar 2 Buah 2021 

12 3.10.01.02.001 Set Komputer 1 Set 2019 

13 3100203003 Printer Canon  2 Buah 2021 

14 3050206002 Set TV 1 Set 2021 

15  WI FI 1 Buah  

16  Finger Print 1  Buah  

17 3.05.01.04.002.2 Lemari Kayu 1 Buah 2011 

18 3050201003 Kursi Tunggu 1 Buah 2021 

19 3.10.02.03.003 Printer PLQ 1 Buah 2017 

20 3050206008 Speaker 1 Buah 2021 

21 3.05.02.01.012 Meja Kayu 1 Buah 2013 

22 3100102003 Set Komputer 1 Set 2021 

23 3100102003 Laptop HP 1 Buah 2021 

24 3.05.02.01.002 
Meja Setengah 

Biro 
1 Buah 2018 

25  Meja Kayu 1 Buah  

26 3.05.02.01.004 Set Kursi Tamu 1 Set 2013 

27 2.05.02.01.002.63 Meja Kayu 1 Buah 2009 

28 3.05.02.01.002.2 
Meja Setengah 

Biro 
1 Buah 2011 

29 3050199999 Set Pelaminan 1 Buah  

30  
Kursi Setengah 

Biro 
2 Buah  
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4. Keadaan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Merigi 

Demi terlaksananya program dan kegiatan Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Merigi memiliki jumlah pegawai sebanyak 11 orang 

yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. 

Rincian pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Daftar Nama Pegawai KUA Kecamatan Merigi 

No  Nama P/L NIP/REG Jabatan 

1 
Ombi Romli, 

M.Ag 

L 197204081999031001 Kepala KUA 

2 
Yahanuar, 

S.Ag, M.H 

L 196710242003021001 Penghulu 

3 
Sibuan, S.Ag., 

M.H.I 

L 197510242003021001 Penyuluh Agama Islam 

PNS 

4 
Ratna Sari, 

A.Ma 

P 196703262014122001 Staf Kemitraan Umat dan 

Produk Halal 

5 
Supri Adi, 

S.H.I 

L 07.08.19920101.0016 Penyuluh Agama Islam 

Non PNS 

6 
Afriani, S,Ag P 1973040520023212006 Penyuluh Agama Islam  

Non PNS 

7 Ratna Dewi  P - Keluarga Sakinah 

8 Mardiyah  P - Haji dan Umrah 

9 
Suci Wisiatun 

Hasanah 

P 07.08.19810430.0015 Penyuluh (Non PNS) 

10 Teguh L - Tata Usaha 

11 
Siti Juryati, 

M.H 

L - Operator, SIMKAH dan 

SIMPONI 

12 
Tambunan L - Kemasjidan, Zakat, 

Wakaf dan Ibadah Sosial 
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5. Kondisi Bidang Binaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Merigi 

a. Bidang Organisasi Tata Usaha 

Dalam bidang organisasi tata usaha di Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Merigi telah dilaksanakan dengan baik serta 

pemberian tugas masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewajiban 

sebagai pegawai departemen agama melalui rapat berkala yang 

diadakan 3 bulan sekali. 

b. Bidang Nikah dan Rujuk 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi telah 

melaksanakan tugas pokok dibidang nikah sebanyak 445 pernikahan 

dari tahun 2014  sampai dengan tahun 2018. 

c. Bidang Binaan Keluarga Sakinah (BP-4) 

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai program 

anggaran departemen agama adalah : 

1) Kegiatan penasihat keluarga/konseling keluarga atau rumah 

tangga yang bermasalah. 

2) Berpartisipasi aktif dalam pemilihan keluarga sakinah teladan. 

d. Bidang Ibadah Sosial 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi bekerja sama 

dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa/kelurahan serta pihak 

kecamatan membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Merigi. 

e. Bidang Produk Halal 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi telah berupaya 

mensosialisasikan hal-hal yang menyangkut kebutuhan masyarakat di 

bidang makanan dalam berbagai bentuk kesempatan sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki. 

f. Bidang Rumah Ibadah 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi telah 

melaksanakan pendataan rumah ibadah (masjid, musholla dan rumah 

ibadah non muslim). 

g. Bidang Haji 
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Dalam bidang haji dan umroh Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Merigi berupaya memberikan informasi tentang haji dan 

umrah kepada masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk 

melaksanakan ibadah haji atau umrah. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan 

SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA 

Merigi 

Perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri merupakan kondisi 

seorang suami melakukan perkawinan baru dengan perempuan lain dalam 

masa iddah istri sebelumnya yang masih berlangsung. Kondisi ini terjadi pada 

talak raj‟i dimana seorang suami memiliki kesempatan untuk rujuk kembali 

kepada istrinya selama masa iddah belum berakhir. Pasal 118 Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) menjelaskan talak raj‟i yaitu talak kesatu atau kedua, 

dimana suami berhak rujuk selama istri masih berada dalam masa iddah.
1
 

Perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri yang dimaksud peneliti 

adalah perkawinan baru yang dilakukan oleh mantan suami tidak lama setelah 

menceraikan istrinya yang masih berada dalam masa iddah. Pada hakikatnya 

perkawinan seorang suami dalam masa iddah mantan istri tidak dilarang 

dalam ajaran agama Islam. Suami tidak tidak dibebankan melaksanakan iddah 

seperti wanita karena salah satu tujuan iddah sendiri untuk melihat 

kekosongan rahim seorang wanita sebelum melakukan perkawinan yang baru. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi hukum Islam, 

namun tidak seluruhnya dapat diterapkan karena memperhatikan sisi maslahat. 

Perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri berpotensi menyebabkan 

penyimpangan hukum seperti poligami terselubung yaitu kondisi dimana 

seorang suami yang melakukan perkawinan baru dalam masa iddah mantan 

istrinya dan tidak tercatat di Pengadilan Agama. Pencatatan perkawinan yang 

sah merupakan prioritas utama dalam hukum perkawinan di Indonesia sebagai 

bentuk keabsahan suatu perkawinan yang sakral. Perkawinan suami dalam 

masa iddah istri berpotensi menjadi poligami terselubung yang berpeluang 

                                                           
1
 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 118. 
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mendapat dokumen perkawinan ganda sehingga bertentangan dengan asas 

perkawinan di Indonesia yaitu monogami.  

Pada penelitian ini peneliti membahas bagaimana perkawinan mantan 

suami dalam masa iddah istri pasca penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas 

Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang terjadi di KUA Merigi. 

Untuk mengetahui pelaksanaan dari surat edaran ini peneliti melakukan 

berbagai teknik, salah satunya melakukan wawancara terhadap kepala KUA 

Merigi, penyuluh dan pegawai pencatat perkawinan mengenai pelaksanaan 

perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri. Setelah dilakukan 

penelitian, peneliti mendapatkan fakta bahwa pelaksanaan perkawinan mantan 

suami dalam masa iddah istri di KUA Merigi pasca dikeluarkannya surat 

edaran tersebut telah dilakukan dengan baik walaupun terdapat kendala dalam 

penerapannya di masyarakat. 

 Perubahan kehidupan dalam masyarakat banyak mempengaruhi perubahan 

hukum di Indonesia, salah satunya aturan hukum mengenai penerapan iddah. 

Hal tersebut melatarbelakangi lahirnya Surat Edaran yang berisikan 

penjelasan mengenai prosedur perkawinan mantan suami dalam masa iddah 

istri berupa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang dikeluarkan tanggal 30 September 2021 

oleh Kementerian Agama sebagai pengganti aturan Surat Edaran Dirjen 

Binbaga Islam Nomor DIV/Ed/17/1979 yang dikeluarkan tanggal 10 Februari 

1979 tentang Masalah Poligami dalam Iddah yang penerapannya tidak efektif 

sehingga pemerintah yang berwenang melakukan peninjauan kembali. 

Ketentuan dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan Mantan Suami dalam Masa 

Iddah Istri yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama antara lain: 

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus 

duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang 

bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan aktai cerai 

dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan inkrah; 

2. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan 

bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang 
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untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena 

perceraian; 

3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan penikahan dengan perempuan 

lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya; 

4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa 

iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas 

istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami 

terselubung; 

5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa 

iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah 

mendapat izin poligami dari pengadilan. 

Surat edaran tersebut menjelaskan ketentuan larangan perkawinan mantan 

suami dalam masa iddah istri hanya berlaku apabila suami yang hendak 

melakukan perkawinan baru berada dalam beberapa kondisi. Kondisi pertama 

yaitu pihak suami yang hendak melakukan perkawinan baru belum memiliki 

akta cerai sah dari Pengadilan Agama. Apabila tetap dilakukan perkawinan 

baru sedangkan suami masih belum selesai dengan urusan administratif 

perkawinan lamanya, maka dikhawatirkan terjadinya dokumen ganda yang 

menyatakan pihak laki-laki masih perkawinan dengan istri pertama dan 

kedua. Dokumen ganda tersebut menyebabkan pihak laki-laki secara tidak 

langsung melakukan poligami. 

Kondisi kedua yang tertuang dalam ketentuan surat edaran adalah 

pemberian kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berpikir ulang dan 

membangun kembali rumah tangga mereka yang rusak. Pemberian waktu 

tunggu yang sama kepada pihak laki-laki setelah bercerai dapat memperbesar 

kesempatan rujuk bagi kedua belah pihak. Pemutusan hubungan perkawinan 

seringkali hanya berdasarkan emosi sesaat sehingga tindakan perceraian yang 

terburu-buru dapat menyebabkan penyesalan. Oleh karena itu, pemberlakuan 

masa tunggu yang sama antara kedua belah pihak dapat memberikan waktu 

tambahan untuk melakukan rujuk tanpa perlu perkawinan (akad) ulang. 

Ketentuan surat edaran ketiga merupakan permasalahan yang kerap 

memicu kontroversi di masyarakat. Laki-laki bekas suami dapat melakukan 
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pekawinan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas 

istrinya. Ketentuan ini secara tidak langsung menyebutkan pemberlakuan 

syibhul iddah (menyerupai iddah) terhadap pihak laki-laki yang harus 

menunggu masa iddah istrinya berakhir sebelum melakukan perkawinan baru.  

Ketentuan keempat dalam surat edaran menyebutkan bahwa laki-laki yang 

melakukan perkawinan baru dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki 

kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi 

terjadinya poligami terselubung. Perempuan dalam masa iddah memiliki hak-

hak yang masih harus dipenuhi oleh suami setelah bercerai kecuali jika 

perempuan tersebut berada dalam kondisi nusyuz (durhaka). Hak-hak yang 

wajib dipenuhi mantan suami antara lain mendapatkan tempat tinggal yang 

layak, nafkah, sandang pangan dan kebutuhan hidup lainnya. 

Kondisi kelima dalam ketentuan surat edaran yaitu mantan suami yang 

telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah mantan istri, hanya dapat 

merujuk mantan istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan. 

Laki-laki yang melakukan perkawinan baru namun memiliki keinginan untuk 

merujuk mantan istrinya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan 

agama. Proses rujuk tersebut hanya dapat terlaksana atas izin pengadilan 

agama. 

Dalam hal ini peneliti melakukan sesi wawancara pertama mengenai 

bagaimana pelaksanaan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri 

pasca penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi dengan kepala KUA Kecamatan 

Merigi Bapak Ombi Romli, M.Ag yaitu sebagai berikut: 

“Bapak mengetahui tentang peraturan ini dikeluarkan oleh Kementerian 

Agama dan disebarluaskan ke seluruh KUA di Indonesia. Surat Edaran ini 

mengatur tentang perkawinan yang dilakukan dalam masa iddah istri, dimana 

seorang suami menikah dengan wanita lain dalam masa iddah istrinya yang 

seharusnya masih bisa untuk rujuk kembali. Dalam hal ini termasuk kepada 

poligami terselubung dimana masih memungkinkannya terjadi proses rujuk 

antara suami dan istri yang sudah bercerai. Oleh karena itu terdapat istilah 

syibhul iddah yaitu seorang suami yang memiliki masa iddah sama seperti 

istrinya untuk melakukan perkawinan kembali. Pihak KUA Merigi 

melaksanakan perintah Surat Edaran ini dengan baik dan menolak permintaan 

perkawinan dalam masa iddah istri yang tidak sesuai dengan aturan. Sebelum 

adanya surat edaran ini pernah terjadi kasus perkawinan dalam masa iddah 
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istri ini dimana seorang suami ingin melakukan perkawinan baru kurang dari 

1 (satu) bulan perceraian mereka yang berarti masih dalam masa iddah istri 

yang kemudian ditolak oleh pihak Pengadilan Agama. Namun setelah 

dikeluarkannya Surat Edaran ini Alhamdulillah kasus perkawinan dalam 

masa iddah suami sudah jarang terjadi di wilayah KUA Merigi.”
2
 

  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala KUA 

Merigi, diperoleh beberapa informasi mengenai pelaksanaan perkawinan 

mantan suami dalam masa iddah istri pasca penetapan Surat Edaran Dirjen 

Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi. Surat 

edaran ini telah diberlakukan Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia 

sejak diterbitkan pada tanggal 30 September 2021 termasuk KUA Merigi. 

Beliau menjelaskan bahwa KUA Merigi menerapkan perintah yang termuat 

dalam surat edaran ini dengan baik dan menolak berbagai perkawinan mantan 

suami dalam masa iddah istri tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama. 

Seperti yang terlihat pada kasus permohonan pendaftaran perkawinan dalam 

masa iddah istri yang terjadi pada tahun 2021 dimana seorang suami „X‟ 

mengajukan permohonan melakukan perkawinan dalam masa iddah istri 

kepada pihak KUA tetapi ditolak karena tidak mempunyai izin dari 

Pengadilan Agama sebagai bentuk realisasi penerapan surat edaran. 

Beliau melanjutkan bahwa surat edaran tersebut menjelaskan mengenai 

prosedur pelaksanaan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri yang 

artinya secara tidak langsung pihak laki-laki memiliki masa tunggu yang 

sama seperti mantan istrinya apabila hendak melakukan perkawinan yang 

baru. Oleh karena itu, terdapat istilah syibhul iddah dimana seorang laki-laki 

harus menunggu masa iddah istrinya selesai agar terhindar dari poligami 

terselubung yang dapat muncul ketika aturan tersebut dilanggar. Aturan 

tersebut juga memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang 

bercerai untuk dapat melakukan rujuk  selama masa iddah belum berakhir. 

Sebelum penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 pernah terjadi kasus  dimana seorang suami 

hendak melakukan perkawinan yang baru kurang dari 1 (satu) bulan setelah 

bercerai dengan mantan istrinya. Namun setelah ditetapkannya surat edaran 

                                                           
2
 Ombi Romli, wawancara, tanggal 30 Mei 2024, pukul 15:30 WIB. 
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tersebut tingkat perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri di wilayah 

Kecamatan Merigi menurun secara signifikan. Hal tersebut menandakan 

keberhasilan penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi. Kendala dalam menjalankan 

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di 

KUA Merigi yaitu ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan baru 

pelaksanaan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri tersebut. Hal 

ini diatasi pihak KUA dengan cara memberikan pemahaman kepada 

masyarakat tentang surat edaran tersebut sebelum melaksanakan perkawinan 

yang baru. 

Sesi wawancara yang kedua peneliti lakukan bersama Bapak Yahanuar, 

S.Ag., M.H selaku penghulu KUA Merigi. Beliau menjelaskan pendapatnya 

sebagai berikut: 

“Sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini, memang benar ada 

kondisi dimana seorang suami melakukan perkawinan dalam masa iddah istri. 

Kondisi ini terjadi ketika pasangan suami istri yang memiliki kesempatan 

untuk kembali bersama atau rujuk namun kemudian suami melakukan 

perkawinan baru dalam masa iddah istrinya. Surat edaran ini sudah dijalankan 

secara menyuluruh oleh pihak KUA Merigi. Dengan adanya surat edaran ini 

pihak KUA Merigi dengan tegas menolak apabila terdapat kasus ini di 

kemudian hari sembari memberikan pengertian kepada calon pasangan 

dengan baik mengenai aturan baru ini. Kendala yang dihadapi seperti 

kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan aturan  baru 

dikarenakan jarangnya kasus ini terjadi. Namun tidak menghilangkan 

kemungkinan akan terjadi di masa mendatang.”
3
 

 

 Informasi yang peneliti dapatkan dari proses wawancara bersama bapak 

penghulu KUA Merigi mengenai persoalan perkawinan mantan suami dalam 

masa iddah istri pasca penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yaitu penerapan surat secara menyeluruh oleh 

pihak KUA Merigi. Pihak KUA Merigi dengan tegas menolak perkawinan 

mantan suami dalam masa iddah istri yang tidak sesuai dengen ketentuan 

surat edaran dan mengupayakan pemberian pemahaman terhadap aturan baru 

surat edaran tersebut kepada masyarakat. Pihak KUA memiliki peran penting 

dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan aturan baru tersebut kepada 

                                                           
3
 Yahanuar, wawancara, tanggal 30 Mei 2024, pukul 10:30 WIB. 
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masyarakat karena eksistensi surat edaran kurang mendapat perhatian dari 

masyarakat. 

Selanjutnya peneliti melakukan sesi wawancara ketiga bersama Ibu Siti 

Juryati, M.H selaku pegawai operator dan pencatat perkawinan di KUA 

Merigi mengenai prosedur pencatatan perkawinan mantan suami yang 

menikah dalam masa iddah istri sebagai berikut: 

“Pencatatan perkawinan pasangan suami istri di KUA Merigi saat ini 

dilakukan melalui SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). SIMKAH 

memuat data calon pasangan suami istri termasuk informasi mengenai cerai. 

Namun belum terdapat akses untuk mengetahui berapa lama waktu iddah agar 

suami atau istri dapat melakukan pernikahan kembali, yang ada hanya 

keterangan seperti cerai hidup atau cerai mati. Hanya saja jika calon pasangan 

ingin mendaftarkan pernikahan sedangkan masa iddah masih berjalan maka 

data tersebut tidak dapat terinput atau tertolak dalam SIMKAH secara 

otomatis. Prosedur ini berlaku baik dalam pernikahan mantan suami ataupun 

mantan istri yang baru. Sebelum ada SIMKAH sebagai media pencatatan 

pernikahan, untuk mengetahui berapa lama masa iddah dilakukan secara 

manual dengan menghitung tanggal sejak mereka bercerai. Oleh karena itu 

banyak terjadi kasus kecolongan dimana pernikahan dilakukan dalam masa 

iddah istri, namun sekarang kasus tersebut jarang terjadi terutama di wilayah 

KUA Merigi.”
4
 

 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan pegawai pencatat 

perkawinan di KUA Merigi jelas bahwa mantan suami yang hendak 

melakukan perkawinan baru dalam masa iddah istrinya yang tidak mendapat 

izin dari pengadilan agama akan secara otomatis tertolak pada sistem 

SIMKAH. SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) merupakan 

sistem web yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sebagai basis utama 

pencatatan peristiwa nikah. Pencatatan perkawinan melalui SIMKAH 

merupakan indikator peningkatan SDM, sarana dan prasarana serta 

transparansi layanan KUA kecamatan. 

Pasca penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 pada kasus perkawinan mantan suami dalam 

masa iddah istri, pihak KUA hanya bisa mencatatkan perkawinan apabila 

terdapat izin dari Pengadilan Agama dan kesesuaian input data dalam 

SIMKAH. Pihak laki-laki yang ingin melaksanakan perkawinan baru 

                                                           
4
 Siti Juryati, wawancara, tanggal 31 Mei 2024, pukul 09:24 WIB. 
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sementara masa iddah istrinya belum selesai, dengan kondisi yang sudah 

dijelaskan sebelumnya akan tertolak secara otomatis pada sistem SIMKAH 

dan tidak dapat mendaftarkan perkawinannya sebelum masa iddah tersebut 

habis. Sebelum adanya SIMKAH perhitungan masa iddah dilakukan secara 

manual sehingga seringkali terjadi kecolongan terhadap pendaftaran 

perkawinan dalam masa iddah. Oleh karena itu, pelaksanaan aturan surat 

edaran dilakukan secara kurang efektif baik dalam KUA maupun di 

lingkungan masyarakat. 

Berdasarkan keterangan beberapa informan tersebut peneliti menarik 

kesimpulan bahawa pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan Mantan Suami dalam Masa 

Iddah Istri di KUA Merigi sudah dilakukan secara efektif dan menyeluruh 

sesuai dengan perintah yang termuat dalam aturan tersebut. Sebagai bentuk 

kepatuhan terhadap perintah hukum, pihak KUA Merigi menolak seluruh 

permohonan perkawinan mantan suami yang dilakukan dalam masa iddah istri 

sebelum adanya izin dari Pengadilan Agama. Pasca penetapan Surat Edaran 

Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 terdapat 

pemberlakuan masa tunggu seorang suami yang hendak melaksanakan 

perkawinan baru secara tidak langsung. 

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 pihak laki-laki yang hendak mendaftarkan 

perkawinannya dalam kondisi yang sudah dijelaskan dalam surat edaran harus 

menunggu hingga masa iddah istrinya selesai. Pihak KUA Merigi menolak 

dengan tujuan menghindari adanya praktik poligami terselubung dimana 

seorang suami belum menyelesaikan ikatan dengan mantan istrinya secara 

menyeluruh dan menyalahi aturan yang telah berlaku. Pihak suami yang ingin 

melaksanakan pendaftaran perkawinan di KUA Merigi harus menunggu 

hingga masa iddah istrinya selesai. Penolakan dilakukan melalui 

pemberitahuan lisan serta bimbingan dengan cara yang baik sehingga dapat 

diterima seluruh lapisan masyarakat. 

Pemberitahuan mengenai aturan baru surat edaran ini disampaikan oleh 

pihak KUA Merigi kepada masyarakat sebagai bentuk sosialisasi serta 
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pencegahan pelaksanaan perkawinan yang tidak tercatat. Berdasarkan 

pengetahuan pihak KUA aturan tersebut berlaku hanya pada kondisi dimana 

pihak laki-laki masih memiliki kemungkinan untuk merujuk istrinya. Namun 

kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan baru dalam hal ini yaitu 

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

merupakan kendala yang harus dihadapi untuk menghindari terjadinya kasus 

perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri dimasa mendatang. 

Prosedur penolakan permohonan perkawinan mantan suami dalam masa 

iddah istri pasca penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pihak laki-laki mengajukan permohonan melaksanakan perkawinan 

baru kepada pihak KUA Merigi; 

2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Merigi akan memeriksa kelengkapan 

berkas pemohon; apabila berkas tidak lengkap atau belum memenuhi 

persyaratan sesuai dengan aturan perkawinan yang berlaku, seperti 

tidak adanya akta cerai dari perkawinan sebelumnya yang berarti iddah 

mantan istri belum selesai maka permohonan akan ditolak; 

3. Berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon; 

4. Pihak KUA Merigi akan memberikan pengertian dan 

mensosialisasikan alasan penolakan sesuai dengan ketentuan yang 

terdapat pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dengan baik kepada pemohon untuk 

menghindari mispersepsi; 

5. Pemohon dapat mengajukan permohonan perkawinan kembali apabila 

telah selesai masa iddah istri sebelumnya dibuktikan dengan akta cerai 

yang sah dari pengadilan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang 

berlaku dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.
5
 

 

                                                           
5
 Siti Juryati, wawancara, tanggal 31 Mei 2024, pukul 09:24 WIB. 
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B. Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan 

SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA 

Merigi Menurut Maslahah Mursalah 

Prinsip Islam selalu mengutamakan maslahat dan menghindari 

kemudharatan dalam penetapan hukum-hukumnya agar tercipta keadilan, 

rahmat, kemaslahatan, dan hikmah bagi kehidupan umat manusia. Prinsip ini 

kemudian dijadikan landasan bagi sebagian ulama dalam menetapkan hukum 

baru yang tidak terdapat ketentuannya dalam nash (Al-Qur‟an dan Al-Hadits) 

yang dikenal dengan maslahah mursalah. 

Maslahah mursalah sering dilakukan para sahabat terdahulu dalam rangka 

mencari alternatif dari permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang 

mana aturan tersebut tidak diatur secara jelas dalam nash’. Ulama yang 

berhujjah dengan maslahah mursalah harus bersikap dengan sangat hati-hati 

sehingga tidak menghasilkan penetapan hukum berdasarkan hawa nafsu dan 

keinginan pribadi.
6
 Abdul Wahab Khallaf menjabarkan syarat yang harus 

dijalankan ketika berhujjah melalui maslahah mursalah, antara lain: 

1. Merupakan maslahah yang sebenarnya (haqiqi) bukan hanya 

berlandaskan dugaan, tetapi bersifat penelitian, kehati-hatian dan 

pembahasan hukum secara mendalam yang membawa manfaat serta 

menolak keburukan. 

2. Merupakan maslahah yang bersifat umum, yang memiliki kepentingan 

orang banyak bukan hanya demi kepentingan perorangan. 

3. Tidak bertentangan dengen ketentuan hukum yang terdapat dalam 

nash’ (Al-Qur‟an, Al-Hadits dan Ijma‟). 

Bentuk maslahah dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan Mantan Suami dalam Masa 

Iddah Istri dikeluarkan sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan perkawinan 

yang dilakukan mantan suami dalam masa iddah istrinya pada Kantor Urusan 

Agama (KUA). Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum kepada kedua 

                                                           
6
 Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 

125. 
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belah pihak sehingga terhindar dari kemudharatan yang muncul dikemudian 

waktu. 

Pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan secara talak raj‟i dimana 

seorang laki-laki dapat melakukan perkawinan baru dalam kondisi iddah 

mantan istrinya yang belum selesai berpotensi dapat menimbulkan 

penyimpangan hukum, terutama hukum administratif dalam perkawinan. 

Penyimpangan hukum administratif tersebut seperti potensi adanya poligami 

yang tidak memenuhi syarat serta tidak tercatat pada Pengadilan Agama. 

Indonesia memiliki aturan tegas terkait kewajiban pencatatan perkawinan 

yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Meskipun suatu 

perkawinan dinyatakan sah menurut aturan agama namun apabila belum 

dicatatkan pada kantor pemerintah yang berwenang seperti Kantor Urusan 

Agama (KUA), maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara. 

Tidak ada larangan bagi seorang mantan suami yang ingin melakukan 

perkawinan baru dalam  masa iddah istrinya, namun perkawinan tersebut 

dikhawatirkan akan menimbulkan tindakan poligami terselubung ketika 

suami tersebut masih memiliki keinginan untuk rujuk kembali pada istri 

lamanya sedangkan ia telah resmi melakukan perkawinan baru dengan wanita 

lain yang dibuktikan dengan buku nikah. Apabila seorang suami terbukti 

memiliki dua akta nikah yang sah, maka tindakan tersebut tergolong pada 

poligami. Poligami yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama 

merupakan perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum karena 

Indonesia menganut asas perkawinan monogami. 

Asas perkawinan monogami merupakan kondisi dimana baik dari pihak 

laki-laki maupun perempuan hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) orang 

pasangan saja. Seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami memiliki 

persyaratan yang rumit dan harus mendapat izin dari pengadilan. Syarat-

syarat melakukan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

yaitu: 
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1. Suami hanya boleh memiliki istri paling banyak 4 (empat) orang dalam 

waktu yang bersamaan (KHI pasal 55 ayat (1)). 

2. Suami mampu bersikap adil terhadap istri-istrinya (KHI pasal 55 ayat 

(2)). 

3. Harus mendapat izin poligami dari pengadilan (KHI pasal 56). 

4. Adanya izin melakukan poligami dari istri lainnya (KHI pasal 58 poin 

a). 

Tindakan poligami yang muncul pada perkawinan mantan suami dalam 

masa iddah istri jelas melanggar ketentuan hukum yang ada di Indonesia. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 15 menerangkan, “barang siapa 

karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah 

pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan 

yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 

Undang-undang ini”. Undang-undang tersebut mengandung arti seluruh 

perkawinan baru yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang masih terdapat 

keterikatan dengan istri sebelumnya memiliki kemungkinan untuk dicegah. 

Namun aturan-aturan tersebut tidak menjelaskan secara jelas bagaimana 

prosedur pelaksanaan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri 

sebelumnya. Ketidakjelasan aturan hukum tersebut berpotensi menimbulkan 

penyimpangan hukum yang menyebabkan status perkawinan seseorang 

menjadi tidak sah. 

Kekosongan hukum terkait kondisi-kondisi diatas melandasi penetapan 

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

tentang Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri sebagai tinjauan 

kembali atas Surat Edaran Dirjen Binbaga Islam Nomor DIV/Ed/17/1979 

yang dikeluarkan tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami dalam 

Iddah yang penerapannya tidak efektif untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran dalam hukum perkawinan. KUA Merigi sendiri menerapkan 

aturan yang didasari pada ketetentuan yang termuat dalam Surat Edaran 

Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021yang pada poin 1 

berbunyi, “pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang 

berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang 
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bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan aktai cerai dari 

Pengadilan Agama yang telah dinyatakan inkrah”. Dengan adanya ketentuan 

tersebut KUA Merigi menolak permohonan pengajuan perkawinan yang 

dilakukan seorang laki-laki yang belum memiliki akta cerai. Akta cerai inkrah 

(berkekuatan hukum tetap)  yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama 

merupakan bukti seorang laki-laki benar-benar telah memutuskan hubungan 

perkawinan dengan istri sebelumnya. Pengajuan permohonan perkawinan 

baru yang dibuktikan dengan akta cerai akan membawa lebih banyak 

kebaikan seperti menghindari penyimpangan hukum karena ketidakjelasan 

regulasi hukum terhadap perkawinan yang dilakukan dalam masa iddah istri. 

Maslahat dari penetapan surat edaran ini yaitu sebagai jawaban kepastian 

regulasi dan bentuk pembaharuan hukum akibat semakin kompleksnya 

problematika dalam masyarakat modern. Pemberlakuan Surat Edaran Dirjen 

Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan 

Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri ini mempermudah seluruh Kantor 

Urusan Agama di Indonesia termasuk KUA Merigi dalam memberikan 

kepastian hukum terhadap pihak laki-laki yang memiliki keinginan 

melakukan perkawinan baru dalam masa iddah istrinya. Penambahan syarat 

bagi seorang laki-laki yang hendak melakukan perkawinan baru dalam masa 

iddah istrinya dibuat agar tidak ada upaya peremehan hukum dimana 

seseorang dapat dengan mudah melakukan perkawinan baru tanpa 

memikirkan konsekuensi yang dapat timbul akibat dari perbuatan 

pelanggaran hukum tersebut. Syarat yang dipersulit diharapkan dapat 

membuka peluang yang lebih besar bagi kedua belah pihak untuk dapat 

melakukan rujuk. 

Bapak Ombi Ramli, M.Ag selaku kepala KUA Merigi menjelaskan 

pendapat beliau mengenai tinjauan maslahah mursalah dari penetapan Surat 

Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sebagai 

berikut: 

“Tentu terdapat manfaat dari diterapkannya surat edaran ini dimana hal 

tersebut dapat mencegah terjadinya poligami terselubung seperti dijelaskan 

dalam surat edaran yang akan merugikan kedua belah pihak jika benar-benar 

terjadi. Dari sana hak-hak istri dapat terpelihara dengan baik setelah 
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perceraian terjadi dan memberikan kesempatan kedua belah pihak apabila 

hendak melakukan rujuk.”
7
 

 

Sedangkan bapak Yahanuar, S.Ag selaku penghulu menambahkan sebagai 

berikut: 

“Surat edaran ini sangat baik untuk diterapkan terutama kepada pihak-

pihak yang bercerai hanya dalam emosi sesaat sehingga mereka memiliki 

banyak waktu untuk memikirkan kemungkinan rujuk kembali dan 

menghindari keburukan yang kemungkinan besar dapat terjadi.”
8
 

 

Larangan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri yang 

ditetapkan aturannya dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 menyebabkan laki-laki secara tidak langsung 

memiliki masa iddah yang sama seperti wanita. Walaupun iddah tersebut 

bukan dalam arti iddah yang sebenarnya seperti iddah pada perempuan. 

Kondisi ini disebut syibhul iddah yang merupakan keadaan seorang laki-laki 

memiliki keharusan untuk menjalani iddah akibat dari putusnya hubungan 

perkawinan seperti yang dilakukan wanita. 

Iddah merupakan kesempatan yang baik bagi kedua belah pihak untuk 

memikirkan ulang, apakah benar-benar ingin bercerai atau masih 

memungkinkan untuk rujuk kembali. Oleh karena itu, seorang wanita yang 

dalam kondisi talak raj‟i menjalankan masa iddah dengan tidak melakukan 

perkawinan ataupun menerima pinangan dari laki-laki lain demi menjaga hak 

suami yang pertama untuk rujuk. Hal tersebut dianggap memberatkan pihak 

wanita yang harus benar-benar menjaga dirinya untuk tidak menjalin 

hubungan dengan laki-laki lain demi menunggu kesempatan rujuk dari suami 

pertamanya. Sedangkan pihak laki-laki yang baru saja menceraikanya 

memiliki kebebasan untuk melakukan perkawinan baru dengan perempuan 

lain tanpa ada kewajiban untuk menunggu. Kondisi ini dapat menimbulkan 

beban ganda terhadap perempuan yang harus memulihkan kondisi 

psikologisnya pasca bercerai dan masih harus menunggu untuk dapat 

menjalankan hubungan yang baru. 

                                                           
7
 Ombi Romli, wawancara, tanggal 30 Mei 2024, pukul 15:30 WIB. 

8
 Yahanuar, wawancara, tanggal 30 Mei 2024, pukul 10:30 WIB. 
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Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

tentang Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri sebagai bentuk 

upaya pemerintah dalam mencegah kemudharatan yang timbul akibat tidak 

adanya hukum mengenai perkawinan mantan suami yang dilakukan dalam 

masa iddah istri. Maslahat dari penerapan surat edaran ini yaitu agar pihak 

laki-laki dapat melakukan perkawinan baru yang sah sesuai dengan regulasi 

hukum yang ada serta memperbesar kesempatan kedua belah pihak untuk 

melakukan rujuk sesuai dengan tujuan dari talak raj‟i dalam upaya mencegah 

terjadinya poligami liar atau poligami terselubung. Hal itu disebabkan 

seorang istri yang berada dalam masa iddah masih berstatus istri sah dan 

seorang suami masih bertanggungjawab terhadap istrinya. 

Maslahat lain yang timbul dari penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas 

Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 ini adalah keadilan yang diterima 

bukan hanya untuk satu pihak tetapi untuk pihak lain juga. Syariat Islam 

dibuat untuk meringankan beban umat dan medatangkan kemaslahatan dunia 

dan akhirat. Pemberlakuan iddah bagi laki-laki (syibhul iddah) yang terdapat 

dalam ketentuan surat edaran mendatangkan banyak maslahat tidak hanya 

bagi wanita tetapi juga bagi pihak laki-laki. Syibhul iddah dapat memberikan 

kesempatan bagi pihak laki-laki untuk memenuhi tanggungjawab terakhir 

kepada istrinya dalam pemberian nafkah serta hak-hak istri lainnya sebelum 

resmi berpisah serta menghilangkan diskriminasi hukum terhadap wanita. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Setelah melakukan penelitian mengenai analisis maslahah mursalah 

terhadap perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri pasca penetapan 

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di 

KUA Merigi, berdasarkan data yang diperoleh peneliti selama penelitian maka 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. KUA Merigi merupakan salah satu instansi yang melaksanakan ketentuan 

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

dengan baik tergambar dari sikap pihak KUA Merigi dalam 

memberlakukan aturan tersebut terhadap permohonan perkawinan mantan 

suami dalam masa iddah istri. Pihak KUA Merigi dengan tegas menolak 

perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri yang tidak sesuai dengan 

ketentuan surat edaran tanpa adanya izin dari pengadilan agama dan 

mengupayakan pemberian pemahaman terhadap aturan baru surat edaran 

tersebut kepada masyarakat. 

2. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

tentang Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri dikeluarkan 

sebagai bentuk petunjuk pelaksanaan pencatatan perkawinan yang 

dilakukan mantan suami dalam masa iddah istrinya pada Kantor Urusan 

Agama (KUA). Maslahat dari penerapan surat edaran ini yaitu agar pihak 

laki-laki dapat melakukan perkawinan baru yang sah sesuai dengan 

regulasi hukum yang ada dan memperbesar kesempatan kedua belah pihak 

untuk melakukan rujuk sesuai dengan tujuan dari talak raj‟i dalam upaya 

mencegah terjadinya poligami liar atau poligami terselubung serta 

menghilangkan diskriminasi hukum terhadap wanita. 

B. Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut: 
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1. Kepada seluruh instansi Kantor Urusan Agama agar dapat melaksanakan 

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

ini dengan baik sehingga dapat menekan angka poligami terselubung yang 

tidak mendapat izin dari pengadilan. 

2. Diharapkan pelaksanaan sosialisai terkait ketentuan Surat Edaran Dirjen 

Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 ini demi 

meningkatkan pemahaman hukum terkait perkawinan mantan suami 

dalam masa iddah istri di lingkungan masyarakat. 

3. Adanya peninjauan kembali dari instansi pemerintah terkait ketentuan 

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

ini agar menjadi aturan hukum yang sah di Indonesia. 
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